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MEMbIDIK PELUANG MEA
Insinyur Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat. Untuk mendukung 
konektivitas agar bisa menunjang pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlu-
kan pembangunan infrastruktur yang pesat. Jumlah insinyur di Indonesia masih 
lebih sedikit dibanding Thailand, Filipina, dan Malaysia. Di sisi lain, integrasi ASEAN 
akan memfasilitasi tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia. Beruntung, Indonesia 
tercatat memiliki jumlah insinyur berstandar ACPE terbanyak di ASEAN.
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bUKAN AfTA 2015
AFTA hanya merupakan kesepakatan 
negara-negara ASEAN untuk mem-
bentuk kawasan perdagangan bebas. 
Sementara MEA yang berlaku akhir 
2015 nanti jauh lebih komprehensif 
dan lebih berdimensi kerja sama.



D iskursus mengenai  Masya- 
rakat ASEAN khususnya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA), terus mengemuka 
di kalangan masyarakat, 

media, pelaku usaha, budayawan, 
dan juga pemerintah. Berbagai 
pertanyaan dan kekhawatiran 
muncul di benak masyarakat. Apa 
itu MEA? Apa bedanya dengan 
AFTA? Apa yang akan terjadi setelah 
tanggal 31 Desember 2015? Siapkah 
Indonesia memberlakukan MEA? 
Bagaimana dengan nasib pekerjaan 
saya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
setidaknya dapat menggambarkan 
dua pandangan masyarakat terhadap 
MEA; rasa pesimis dan kepedulian.

Kekhawatiran dan banyaknya 
pertanyaan khalayak mengenai MEA 
merupakan hal yang wajar. Justru 
kekhawatiran dapat merupakan 
refleksi kepedulian dari seluruh 
elemen masyarakat. Pertanyaan dan 
kekhawatiran tersebut bukan mutlak 
milik Indonesia. Negara anggota 
ASEAN lainnya pada berbagai 
kesempatan juga telah menunjukan 
kekhawatirannya terhadap pember- 
lakuan MEA di akhir 2015 nanti. 
Namun, bila dicermati secara 
seksama tak satu pun pemimpin 
ASEAN yang menyatakan akan 
mundur dari MEA. Sekalipun oleh 
negara-negara CLMV (Cambodia, 
Lao PDR, Myanmar, dan Vietnam) 

yang notabene Pendapatan Domestik 
Bruto (PDB)-nya masih jauh di bawah 
negara anggota ASEAN lainnya 
termasuk Indonesia. Tentu saja 
tidak dapat ditepis bahwa kondisi 
ekonomi serta politik yang beragam 
di setiap negara anggota ASEAN 
telah menciptakan kompleksitas 
dan tantangan tersendiri bagi 
implementasi MEA.

MEA dibentuk dengan tujuan 
untuk mencapai kesempurnaan 
integrasi ekonomi di kawasan 
ASEAN yang diyakini dapat 
memberikan manfaat nyata bagi 
seluruh elemen masyarakat. Meraih 
manfaat bukanlah tanpa syarat. Sejak 
diformulasikan, tiga dari empat pilar 
MEA jelas mempersyaratkan daya 
saing sebagai kunci sukses. MEA 
sebagai kawasan pasar tunggal dan 
berbasis produksi, sebagai kawasan 
yang berdaya saing, dan berintegrasi 
dengan ekonomi global dapat 
terwujud apabila masing-masing 
anggotanya dan sebagai kawasan 
memiliki daya saing. Esensinya MEA 
dirancang untuk meningkatkan 
daya saing ASEAN dalam menjawab 
semakin ketatnya persaingan global. 
Tidak kurang Wakil Presiden Jusuf 
Kalla dalam KTT BUMN se-ASEAN 
(ASEAN Summit for State Owned 
Enterprise) di Batam, Februari lalu, 
menekankan bahwa kapasitas, daya 
saing, dan efisiensi merupakan kunci 

memenangi persaingan global dan 
MEA.

MEA bukanlah AFTA (ASEAN 
Free Trade Agreement) karena MEA 
memiliki cakupan dimensi kerja sama 
yang lebih luas dibanding AFTA 
yang hanya mengatur liberalisasi 
perdagangan barang. Setelah tanggal 
31 Desember 2015 tidak akan ada 
perubahan yang drastis di sektor 
perdagangan barang, karena sejak 
5 tahun terakhir bebas tarif sudah 
diterapkan bagi 99% produk barang 
di ASEAN. Sementara untuk sektor 
jasa, khususnya tenaga profesional, 
implementasi bertahap komitmen 
liberalisasi masih akan melampaui 
31 Desember 2015. Disadari sektor 
ini sering menjadi perhatian 
publik utamanya terkait dengan 
pertanyaan-pertanyaan di atas. 
Kalau kita sepakat bahwa daya saing 
adalah kunci sukses meraih peluang 
MEA, perubahan mind set dalam 
memandang MEA menjadi suatu 
keharusan. Kepedulian harus lebih 
menonjol dari pada rasa pesimis. 
Mengkapitalisasi peluang akan lebih 
baik dari pada mengkhawatirkan 
ancaman. Tentu saja ini bukan suatu 
optimisme yang tanpa syarat.

Menengok pada liberalisasi 
sektor jasa dan secara lebih khusus 
menyangkut tenaga kerja profesional 
insinyur, misalnya, peluang dan 
tantangan bagaikan dua sisi mata 
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uang dari uang yang sama. Pada 
setiap peluang selalu menyajikan 
tantangan dan sebaliknya. Bagi 
Indonesia yang akan gencar 
membangun infrastruktur dalam 5 - 
10  tahun ke depan, kebutuhan akan 
tenaga profesional insinyur akan 
semakin terasa urgensinya. Apakah 
membangun infrastruktur harus 
menunggu kemampuan daya pasok 
domestik tenaga tersebut ataukah 
bisa kita segera mulai dengan 
konsekuensi membuka peluang 
masuknya tenaga profesional 
insinyur asing yang difasilitasi oleh 
kerangka MRA-MEA. Menurut 
Bobby Gafur Umar, Ketua Persatuan 
Insinyur Indonesia (PII), hingga 
Desember 2014 Indonesia telah 
memiliki 700.000 insinyur dan 9.500 
diantaranya telah tersertifikasi ACPE 
(ASEAN Chartered Professional 
Engineer). Jumlah itu merupakan 
yang terbesar dibandingkan dengan 
negara anggota ASEAN lainnya. 
Data tersebut mengisyaratkan bahwa 
profesi insinyur Indonesia memiliki 
modal yang kuat untuk menembus 
pasar tenaga kerja profesional di 
ASEAN. Namun, jumlah tersebut 
masih defisit jika menilik kebutuhan 
pasar dalam negeri. Diperkirakan, 
5 – 10 tahun ke depan Indonesia 
membutuhkan sekitar 1,5 juta 
tenaga insinyur guna mendukung 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 7-8 
persen.

Apabila Indonesia tidak mampu 
memenuhi kebutuhan tersebut 
tidaklah mustahil insinyur asing 
akan turut menikmati pasar dalam 
negeri. Walaupun aliran bebas 
tenaga kerja profesional asing dalam 
jangka pendek diperlukan untuk 
menopang pembangunan, Indonesia 
tetap harus mencetak lebih banyak 
insinyur dan mendorong mereka 
agar memiliki sertifikat ACPE agar 
mampu bersaing di pasar dalam 
negeri, ASEAN, dan bahkan global. 
Kenyataan itu menggambarkan 
bahwa MEA memang bagaikan 
pisau bermata ganda, dan bukan 
tidak mungkin situasi tersebut 
terjadi pada sektor tenaga kerja 
profesional lainnya. Jelas, daya 
saing SDM merupakan hal mutlak 
untuk mengubah tantangan menjadi 
peluang. 

Sinergi antar pemangku 
kepentingan juga merupakan faktor 
penting dalam mendongkrak daya 
saing tenaga profesional. Pemerintah 
daerah, dunia pendidikan dan 
perguruan tinggi, praktisi, pelaku 
usaha, dan kalangan media 
mempunyai peran yang tidak kalah 
pentingnya dalam meningkatkan 
kapasitas sumber daya manusia 
Indonesia. Mengangkat  kualitas 
angkatan kerja profesional Indonesia 
seperti peningkatan kapasitas 
pergururan tinggi serta pendidikan 
keterampilan dan kejuruan harus 

menjadi prioritas. Komposisi 
pendidikan kejuruan dengan 
pendidikan umum harus disesuaikan. 
Balai pelatihan kerja harus didukung 
dan semakin dikedepankan 
perannya. Tentu saja pemerintah 
daerah juga memiliki peran sentral. 
Langkah sejumlah pemerintah 
daerah yang telah melaksanakan 
pelatihan bahasa Inggris secara 
cuma-cuma merupakan kontribusi 
signifikan dalam mempersiapkan 
diri menghadapi MEA. Paling tidak, 
Surabaya dan Banyuwangi adalah 
contoh terdepan dalam hal ini. 
Sinergi dengan media juga sangat 
penting. Penyampaian pemahaman 
mengenai MEA yang komprehensif 
dan tidak parsial melalui media 
massa akan sangat membantu 
dalam mempersiapkan tenaga kerja 
profesional Indonesia bersaing di 
ASEAN dan dunia.

Melalui MEA, kawasan ASEAN 
termasuk Indonesia di dalamnya, 
diharapkan akan semakin 
mengukuhkan diri sebagai rising 
star alternatif tujuan investasi dan 
perdagangan dunia selain Tiongkok 
dan India. Buah MEA tersebut harus 
dikelola agar bisa dinikmati secara 
berkelanjutan oleh masyarakat 
Indonesia. Resepnya, tak ada yang 
lain, kecuali meningkatkan daya 
saing melalui SDM yang mampu 
mengubah tantangan menjadi 
peluang. l
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DREAMSTIME

negara-negara AseAn akan tergabung dalam Masyarakat AseAn sejak 31 desember 2015 mendatang.



P ara insinyur Indonesia saat 
ini menghadapi tantangan 
yang berat. Betapa tidak. 
untuk mendukung konek-
tivitas agar bisa menunjang 

pertumbuhan ekonomi, Indonesia 
memerlukan pembangunan infra-
struktur yang pesat. Terlebih lagi, 
sebagai negeri maritim Indonesia 
memerlukan upaya pembangunan in-
frastruktur yang lebih besar. 

Lebih dari itu, Indonesia kini 
ikut serta dalam pembentukan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
yang akan segera dilaksanakan pada 
31 Desember 2015. Konsekuensinya, 
persaingan tenaga insinyur 
profesional nantinya tidak hanya 
datang dari dalam negeri, tetapi juga 
dari negara-negara lain di ASEAN. 
Artinya, para insinyur Indonesia 

harus meningkatkan kualitas agar 
bisa menang bersaing dengan 
insinyur dari negara-negara ASEAN 
lain. “Kompetensi insinyur Indonesia 
perlu ditingkatkan”, begitu kata 
Bobby Gafur Umar, Ketua Umum 
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 
dalam Konferensi ASEAN Federation 
of Engineering Organizations di 
Yangoon, Myanmar, akhir tahun 
2014 lalu.

Saat ini, kualitas infrastruktur 
dalam negeri Indonesia hanya 
berperingkat ke-5 di ASEAN. Lalu, 
sumber daya manusia Indonesia 
malah hanya berperingkat ke-6 di 
ASEAN. Potret profesi insinyur pun 
tak jauh berbeda. Secara kuantitatif 
jumlah insinyur Indonesia masih 
kurang untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri. Simak saja. Menurut 

Project Management Institute, 2015 
Indonesia memerlukan penambahan 
insinyur sebanyak 65.000 orang, 
sedangkan penambahan tenaga 
insinyur Indonesia hanya sebesar 
36.000 orang.

Lalu, menurut ASEAN Federation 
of Engineering Organisations 
(AFEO), jumlah insinyur profesional 
Indonesia hanya sekitar 9.000 orang. 
Jumlah itu masih lebih sedikit 
jika dibandingkan dengan negara- 
ASEAN lainnya, seperti Malaysia 
(11.170 orang), Thailand (23.000 
orang), dan Filipina (14.250 orang).

Tak hanya itu. Secara kualitatif, 
tenaga insinyur profesional Indonesia 
masih sedikit yang memenuhi standar 
Mutual Recognition Arrangements 
(MRA) – standar yang bertujuan 
mengurangi hambatan teknis 
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laporan utama

Meski jumlah insinyur di Indonesia lebih sedikit dibanding Thailand, Malaysia dan Filipina, Indonesia 
memiliki jumlah insinyur bersertifikat ACPE terbanyak di ASEAN, 

POTRET DAYA SAINg INSINYUR INDONESIA: 
MEMbiDiK PEluAng MEA

Pekerja konstruksi yang sedang bekerja membangun infrastruktur.

BUSINESS TIMES



perdagangan jasa dan menentukan 
persyaratan umum liberalisasi 
sektor jasa di kawasan ASEAN. 
Dalam kerangka MRA ini, jumlah 
insinyur Indonesia yang sudah diakui 
sebagai insinyur profesional dan 
bisa berpraktik di negara ASEAN 
lainnya, diperkirakan hanya sekitar 
0,03 persen dari total insinyur asal 
Indonesia. 

Memang tak gampang bagi seorang 
insinyur agar dapat dikatakan 
sebagai insinyur professional 
menurut MRA. Pasalnya, insinyur 
tadi harus memenuhi persyaratan 
dari ASEAN Chartered Professional 
Engineer (ACPE) yang terbilang 
tinggi. Persyaratan itu, antara 
lain; telah lulus sarjana teknik dari 
universitas/lembaga pendidikan 
yang terakreditasi di salah satu 
negara ASEAN; memiliki sertifikat/
lisensi sebagai tenaga ahli teknik 
yang diterbitkan oleh Professional 
Regulatory Authority (PRA) dari 
negara anggota ASEAN; memiliki 
pengalaman kerja di bidang teknik 
minimal tujuh tahun dan pengalaman 
kerja yang menangani proyek teknik 
yang signifikan minimal dua tahun; 
mematuhi ketentuan Continuing 
Professional Development (CPD) 

sesuai dengan kebijakan negara asal; 
tidak memiliki catatan pelanggaran 
terhadap standar teknis, profesional 
ataupun etika, baik  di tingkat lokal 
maupun internasional. 

Kriteria tersebut sekaligus menjadi 
pembeda antara sarjana teknik 
(graduate engineer) dan profesi 
insinyur (professional engineer). 
Perbedaan utama terletak pada 
pengalaman kerja dan sertikasi 
dari PRA. Di Indonesia, badan 
yang berfungsi sebagai PRA adalah 
Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi. Setelah mendapat 
sertifikasi dari PRA, insinyur 
profesional dapat mengajukan diri 
ke ASEAN Chartered Professional 
Engineer Coordinating Committee 
(ACPECC) untuk mendapat 
pengakuan sah sebagai ACPE. 

Pengakuan sebagai ACPE pun tidak 
serta merta mengizinkan insinyur 
profesional untuk bekerja di negara 
lain di ASEAN.  Soalnya, seorang 
insinyur ACPE harus memenuhi lagi 
kriteria sebagai Insinyur Profesional 
Asing Teregistrasi atau Registered 
Foreign Professional Engineer 
(RFPE), di Negara lain tempat ia 
akan bekerja. Persyaratannya adalah 
sebagai berikut; mematuhi kode 

etik profesionalitas sebagai insinyur 
sesuai dengan kebijakan (UU No. 11 
Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi); 
mematuhi hukum dan peraturan di 
negara tujuan; berafiliasi dengan 
insinyur profesional lokal di negara 
tujuan.

Meski punya keterbatasan, 
insinyur Indonesia ternyata memiliki 
keunggulan. Pasalnya, jumlah 
insinyur Indonesia yang tercatat 
sebagai ACPE merupakan yang 
terbesar di ASEAN. Hingga saat  
ini, ada 987 insinyur yang tercatat 
sebagai ACPE. Yaitu, 290 dari 
Indonesia, 218 dari Singapura, 203 
dari Malaysia, 134 dari Vietnam, 85 
dari Myanmar, 55 dari Filipina, dan 
2 dari Brunei Darussalam.

Terlepas dari itu, Indonesia tetap 
harus meningkatkan kualitas dan 
kuantitas insinyurnya, karena 
kebutuhan Indonesia akan insinyur 
yang begitu tinggi tadi. Seperti 
dikatakan Bobby Gafur Umar, 
“Peningkatan daya saing, kompetensi, 
dan keahlian insinyur Indonesia agar 
sesuai dengan dengan standar Mutual 
Recognition Arrangements (MRA)  
dan bersertifikasi ASEAN Chartered 
Professional Engineer (ACPE), 
adalah sebuah tantangan dan 
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Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga insinyur untuk memacu pembangunan infrastruktur.
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pekerjaan rumah yang harus segera 
kita atasi”.

Untuk menjawab tantangan 
penyediaan SDM insinyur yang 
berkualitas, PII memberikan 
beberapa rekomendasi. Antara lain, 
peningkatan sertifikasi insinyur 
profesional, pembangunan industri 
litbang keinsinyuran dan insentif bagi 
kontraktor yang mengembangkan 
riset dan teknologi serta inovasi, 
peningkatan sosialisasi mengenai 
profesi keinsinyuran bagi pelajar 
SMA, dan pembangunan industri 
manufaktur untuk dapat mendukung 

peningkatan konstruksi nasional. 
PII juga menyadari, bahwa peran 

peningkatan daya saing insinyur 
tidak serta merta hanya datang dari 
pemerintah atau lembaga tertentu. 
Insinyur Indonesia sendiri harus 
memiliki komitmen untuk menciptakan 
pembangunan bernilai tambah. 
Oleh karena itu, PII mengemukakan 
empat tuntutan insinyur Indonesia: 
Pertama, memiliki kemauan untuk 
berinovasi dengan memperkuat 
penguasaan dan pengembangan 
teknologi. Kedua, mendorong 
pemakaian produk dalam negeri, 

ketiga bekerjasama mengembangan 
kompetensi SDM insinyur. Lalu yang 
keempat, mendorong upaya strategis 
pembangunan proyek infrastruktur 
nasional.

Singkatnya, Insinyur Indonesia 
wajib meningkatkan kompetensi 
keinsinyuran untuk menjawab 
keperluan pembangunan dalam 
negeri serta mengantisipasi dampak 
negatif dari MEA. Dengan demikian, 
insinyur Indonesia mampu memiliki 
daya saing yang tinggi. l

SumbER : DiREktoRAt kERJA SAmA Ekonomi ASEAn
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Mutual Recognition Arrangements 
(MRA) adalah suatu mekanisme yang 
disepakati negara anggota ASEAN 
dalam mengatur harmonisasi stan-
dar perdagangan jasa. MRA ini 
dibentuk melalui ASEAN Framework 
Agreement on Mutual Recognition 
Arrangements yang bertujuan 
mengurangi hambatan teknis 
perdagangan jasa dan menentukan 

persyaratan umum liberalisasi sektor 
jasa. Jasa insinyur adalah salah satu 
sektor jasa yang diakui dalam MRA, 
selain 7 sektor jasa lainnya, yaitu  
jasa perawat, arsitektur, surveyor, 
tenaga kerja pariwisata profesional,  
akuntan, tenaga kesehatan, dan  
tenaga kesehatan gigi.

Praktik liberalisasi jasa insinyur 
sendiri diatur dalam MRA on 

Engineering Services. Kesepakatan 
ini dibentuk pada tanggal 9 Desember 
2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. 
Ada dua hal utama yang disampaikan 
dalam kesepakatan tersebut. Pertama, 
kriteria insinyur profesional yang 
diakui dalam skema MRA, dan yang 
kedua prosedur bagaimana seorang 
insinyur bisa melakukan praktik di 
negara ASEAN lainnya.

SEKILAS TENTANG MRA

Insinyur Indonesia siap bersaing dengan tenaga dari negara-negara AseAn lain.

INFRASTRUCTURE DEvPoLICY



W akil Presiden Jusuf 
Kalla berpandangan 
bahwa Indonesia akan 
mampu memenangi 
persaingan dalam 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
jika dapat melakukan efisiensi di se-
gala hal. Efisiensi yang dimaksud 
meliputi kemampuan memproduksi 
barang dan jasa dengan lebih baik, 
lebih cepat, dan lebih murah.

“Semua persaingan itu mempunyai 
tiga aspek, yakni mana yang lebih 
baik, lebih cepat, lebih murah. 
Apabila kita lebih baik, tentu kita 
menjadi pemenang. Namun, itu saja 
tidak cukup, harus lebih murah dan 

lebih cepat,” kata Wapres Jusuf 
Kalla saat membuka ASEAN Summit 
for State-owned Enterprises and 
Media (ASSOEM) dan Kongres XXIV 
Serikat Perusahaan Pers (SPS) di 
Batam, pada tanggal 6 Februari 2015.

Dalam forum yang mengangkat 
tema “The Future of ASEAN in 
Global Economic Community 
and BUMN Outlook 2015”, turut 
hadir Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara, Ketua 
Umum SPS Dahlan Iskan, Gubernur 
Kepulauan Riau Muhammad Sani, 
serta perwakilan negara sahabat.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, 
keberadaan MEA akan mendorong 

kerja sama yang lebih luas dari 
sebelumnya. Tantangan ke depan, 
tambahnya adalah bagaimana 
melakukan efisiensi perekonomian 
dalam negeri agar mampu bersaing. 
Efisiensi perekonomian antara lain 
meliputi bagaimana memproduksi 
barang lebih baik, murah, dan 
cepat; bagaimana membangun 
infrastruktur dengan lebih baik; serta 
bagaimana mendorong produktivitas 
manusianya lebih baik.

Saat sebagian kalangan 
mengkhawatirkan pergerakan 
tenaga kerja sebagai konsekuensi 
pemberlakuan MEA, menurut 
Wapres Jusuf Kalla hal itu tak 
perlu dikhawatirkan karena pada 
prakteknya tidak semudah itu tenaga 
kerja dari satu negara dapat masuk 
ke negara lainnya. Justru yang akan 
terjadi adalah sebaliknya, yakni 
akan lebih banyak pergerakan 
tenaga kerja dari negara yang 
pendapatan pekerjanya lebih rendah, 
menuju negara yang pendapatan 
pekerjaanya lebih tinggi. ”Jadi, tidak 
mungkin buruh dari negara Malaysia, 
Singapura datang ke Indonesia.Yang 
mungkin adalah bekerjanya buruh 
Indonesia ke negara lain,” katanya.

Peran Media 
Lebih jauh, Wapres Jusuf Kalla 

menyatakan bahwa keberadaan 
media massa dibutuhkan dan 
menjadi bagian dari kemajuan 
ekonomi. Tanpa kemajuan ekonomi, 
media sulit berkembang karena 
belanja iklan tidak akan besar 
jika ekonominya tidak baik. Oleh 
karena itu, media harus memberikan 
dukungan yang besar bagi kemajuan 
ekonomi.

“Kita semua menyadari pentingnya 
pers dan media di mana pun, saat 
memberikan informasi, pendidikan, 
pengetahuan bisnis, dan sebagainya. 
Tentu, harapan kita semua, pers akan 
berkembang lebih baik lagi,” ujar 
Wapres Jusuf Kalla.

komPAS, 7 FEbRuARi 2015 / DitJEn kS ASEAn
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Wakil Presiden RI Jusuf kalla



seringkali kita mendengar 
talkshow atau seminar 
mengenai kesiapan Indo-
nesia menghadapi ASEAN 
Free Trade Area atau yang 

biasa disingkat AFTA. Berbagai ka-
langan, mulai dari mahasiswa, pe-
laku usaha, hingga pemerintah pu-
sat dan daerah menyelenggarakan 
kegiatan yang intinya mengaitkan 
berbagai isu yang mereka tangani 
dengan kesiapan Indonesia meng-
hadapi AFTA tahun 2015. Namun 
kenyataannya, yang akan mulai kita 
hadapi di penghujung  tahun 2015 
nanti bukanlah AFTA, melainkan 
pembentukan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). 

Lalu, apa bedanya AFTA dan 
MEA? AFTA merupakan sebuah 
kesepakatan negara ASEAN 
untuk membentuk suatu kawasan 

perdagangan bebas di ASEAN. 
Pembentukan AFTA disepakati pada 
tahun 1992, pada waktu itu seluruh 
pemimpin negara ASEAN berkumpul 
untuk melakukan pertemuan 
KTT ASEAN yang keempat di 
Singapura. Tujuan pembentukan 
kawasan perdagangan bebas 
ASEAN adalah untuk menjadikan 
kawasan ASEAN sebagai tempat 
produksi yang kompetitif sehingga 
produk ASEAN memiliki daya 
saing kuat di pasar global. Selain 
itu, kawasan perdagangan bebas 
ASEAN diharapkan akan mampu 
menarik lebih banyak Foreign 
Direct Investment (FDI) sekaligus 
meningkatkan perdagangan antar 
negara anggota ASEAN.

Kawasan perdagangan bebas 
ASEAN, tersebut diharapkan 
dapat terwujud 15 tahun sejak 

disepakati pada tahun 1992. Namun 
karena adanya krisis tahun 1998 
yang berdampak negatif terhadap 
ekonomi di kawasan ASEAN, 
saat itu negara ASEAN sepakat 
untuk merealisasikan kawasan 
perdagangan bebas secara bertahap.

Sejak 2010, enam negara 
ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, 
Singapura, Thailand, Brunei, dan 
Filipina, telah menurunkan hampir 
semua tarif bea masuk impor menjadi 
0%. Sementara itu, empat negara 
ASEAN lainnya,yakni Kamboja, 
Myanmar, Laos, dan Vietnam, 
akan menurunkan tarifnya secara 
bertahap hingga mencapai 0% di 
tahun 2015.

Jika AFTA merupakan upaya 
negara ASEAN untuk menciptakan 
liberalisasi perdagangan barang di 
ASEAN, ASEAN Community atau 

buKAn AftA 2015
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Jika AFTA hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang, MEA lebih komprehensif dan berdimensi 
kerja sama. 
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terminal kontainer di singapura,  salah satu lokasi keluar masuk barang tersibuk di AseAn.



Masyarakat ASEAN merupakan 
upaya negara ASEAN untuk 
mengintegrasikan kawasan agar 
ASEAN dapat menjadi kawasan 
yang aman, stabil, dan memiliki daya 
saing global. 

Awalnya, setelah lima tahun sejak 
krisis ekonomi 1998, dalam KTT 
Ke-9 di Bali tahun 2003, pemimpin 
ASEAN sepakat untuk membentuk 
kawasan ASEAN yang terpadu 
melalui pembentukan Masyarakat 
ASEAN ini, pada tahun 2020. Lalu, 
pada tahun 2007, pemimpin negara 
ASEAN merasa optimistis dengan 
kondisi potensi pertumbuhan 
ekonomi kawasan, sehingga 
target pencapaian pembentukan 
masyarakat ASEAN dipercepat 
menjadi tahun 2015.

Masyarakat ASEAN terdiri atas 
tiga pilar, yaitu political-security 
community, economic community 
(AEC) atau MEA, dan socio-cultural 
community. Terkait pilar MEA, 
ada empat tujuan pembentukan 
MEA. Pertama, MEA dibentuk 
untuk mewujudkan kawasan single 
market dan production base, yaitu 
kawasan yang memiliki tingkat 
konsumsi domestik yang tinggi 
sekaligus menjadi bagian dari mata 
rantai produksi dunia. Hal tersebut 
diwujudkan melalui dipermudahnya 

arus perdagangan untuk sektor 
barang, jasa, investasi, pekerja 
terampil, dan modal.

Kedua, kawasan ASEAN 
diharapkan mampu menjadi 
kawasan yang memiliki daya saing 
tinggi di dunia. Hal  itu dirasa sangat 
penting mengingat persaingan global 
yang semakin ketat dan borderless 
sehingga perlu adanya upaya bersama 
negara ASEAN untuk meningkatkan 
daya saing. Hal tersebut dilakukan 
melalui kerja sama pembentukan 
regional competition policy, 
IPRs action plan, pengembangan 
infrastruktur, kerja sama energi, 
perpajakan, serta pengembangan 
usaha kecil dan menengah.

Ketiga, Masyarakat Ekonomi 
ASEAN juga dibentuk untuk 
mewujudkan suatu kawasan dengan 
pembangunan ekonomi yang 
merata. Sepuluh negara ASEAN 
memiliki tingkat perekonomian 
yang berbeda-beda sehingga perlu 
adanya pemerataan pembangunan 
ekonomi di kawasan Asia Tenggara. 
Pemerataan ekonomi akan membawa 
kestabilan ekonomi di kawasan 
tersebut untuk jangka waktu 
yang panjang. Upaya pemerataan 
perekonomian di ASEAN dilakukan 
melalui kerja sama pengembangan 
UKM serta realisasi dari program-

program pemerataan ekonomi di 
negara CLMV melalui ASEAN 
Initiative for ASEAN Integration.

Keempat, ASEAN berharap untuk 
dapat berperan aktif dan berintegrasi 
penuh dalam ekonomi global. 
Kondisi perekonomian ASEAN yang 
stabil dan memiliki pertumbuhan 
yang tinggi, menjadikan kawasan 
ASEAN sebagai “bintang” kawasan 
tujuan investasi dunia. Oleh karena 
itu, seiring dengan meningkatnya 
aktivitas investasi dan perdagangan 
di ASEAN, sudah saatnya ASEAN 
mengambil inisiatif agar dapat 
berperan aktif dalam penentuan arah 
kebijakan perdagangan dunia.

Keempat tujuan dari pembentukan 
MEA telah menggambarkan secara 
jelas bahwa AEC atau MEA memiliki 
dimensi kerja sama yang lebih luas 
dan dalam, dari pada AFTA. Untuk 
mewujudkan empat tujuan tersebut, 
pemimpin ASEAN menetapkan tahun 
2015 sebagai tahun penyelesaian 
target pencapaian untuk melakukan 
integrasi kawasan Asia Tenggara 
Mulai tanggal 1 Januari 2016, ASEAN 
diharapkan telah menjadi kawasan 
yang lebih terintegrasi dengan daya 
saing yang tinggi sehingga pada 
akhirnya mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya. l

DiREktoRAt kERJA SAmA Ekonomi ASEAn
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Kurang dari 360 hari lagi, 
Masyarakat Ekonomi ASE-
AN (MEA) resmi dibentuk 
sebagai salah satu pilar 
masyarakat ASEAN. Mes-

kipun pemahaman masyarakat di 
seluruh negara anggota tanpa ke-
cuali masih minim seperti hasil sur-
vei Sekretariat ASEAN tahun 2012, 
pemberlakuannya tetap akan dilaku-
kan pada akhir 2015. Pembentukan 
Masyarakat ASEAN adalah suatu 
proses yang terus berlanjut setelah 
2015, khususnya realisasi program 
aksi yang tertunda.

Persiapan pembentukan MEA tidak 
hanya memunculkan kekhawatiran, 
tetapi juga menumbuhkan ekspektasi 

dan motivasi percepatan peningkatan 
daya saing. Beberapa tahun menjelang 
MEA, khususnya setelah berlakunya 
Perjanjian Perdagangan Bebas 
ASEAN (AFTA) bagi enam anggota, 
termasuk Indonesia. 1 Januari 2010 
lalu, perdagangan antara-ASEAN 
2012 masih 25% (US$602 miliar) dari 
total perdagangan ke seluruh dunia. 
Nilai investasi antar negara ASEAN 
2012 sekitar 18,1% (US$20,6 miliar) 
dari total nilai investasi. 

Menjelang pembentukan MEA, 
tujuan investasi asing yang paling 
menarik dan terus berkembang 
ialah ASEAN. Sementara Indonesia 
menjadi penerima terbesar kedua 
setelah Singapura.

Meskipun indikator makro cukup 
baik, ASEAN masih rentan terhadap 
dampak resesi ekonomi di luar 
kawasan. Contoh terakhir, yakni 
mata uang seluruh anggota ASEAN 
mengalami depresiasi terhadap dollar 
AS akibat rencana Bank Federal 
AS mengurangi paket stimulus dan 
meningkatkan suku bunga.

Pemahaman
 
Skeptisisme di dalam ASEAN 

umumnya merupakan akibat dari 
kurangnya pemahaman mengenai 
Masyarakat ASEAN, khususnya 
MEA. Mulai dari interaksi langsung 
dengan masyarakat, pelaku usaha, 
hingga pejabat pemerintah di pusat 
dan daerah, sebagian besar tidak 
memahami bahwa MEA hanyalah 
salah satu dari tiga pilar Masyarakat 
ASEAN. Dengan menjadikan 
ASEAN kawasan yang aman, damai, 
dan stabil, serta mampu secara 
kolektif mengatasi isu bidang sosial 
dan budaya, seperti bencana alam 
dan penyebar penyakit menular, 
merupakan tujuan pilar politik-
keamanan dan sosial budaya.

Pemahaman bahwa MEA hanya 
perdagangan barang dan akan 
membuka pasar Indonesia yang 
paling besar tidak tepat karena 
MEA mencakup empat pilar, yakni 
pasar tunggal, basis produksi; 
kompetitif, pengembangan usaha 
kecil dan menengah (UMKM), serta 
integrasi ke dalam perekonomian 
dunia. Faktanya, berlakunya 
AFTA sejak 1 Januari 2010 tidak 
membanjiri pasar Indonesia, bahkan 
sebaliknya menjadikan produk 
andalan ekspor Indonesia, seperti 
farmasi dan produk industri lainnya 
justru berjaya di beberapa negara 
ASEAN. Paradigma yang harus 
diubah ialah pasar tunggal ASEAN 
yang besarnya hampir tiga kali lipat 
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pasar Indonesia sehingga peluang ini 
harus dimanfaatkan dan Indonesia 
seharusnya tidak hanya menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri, tetapi juga 
di seluruh kawasan ASEAN.

Terkait daya saing yang 
masih lemah, Davos Economic 
Forum menunjukkan konsistensi 
peningkatan daya saing dari 
peringkat 38 (2012-2013) menjadi 34 
(2014-2015). Pada 2012, Indonesia 
masuk peringkat ke-4 dunia, menjadi 
negara tujuan investasi paling 
menarik investasi setelah Tiongkok, 
AS, dan India. 

Polemik yang berkembang 
mengenai sulitnya perbankan 
Indonesia beroperasi di negara 
lain, seperti perbankan Malaysia 
dan Singapura di Indonesia tanpa 
disertai pemahaman bahwa 
masuknya perbankan asing ke 
Indonesia akibat liberalisasi sepihak 
untuk menarik modal yang sangat di 
butuhkan dengan dimungkinkannya 
kepemilikan modal asing secara 
mayoritas di perbankan Indonesia. 
Liberalisasi sektor keuangan ASEAN 
baru akan dimulai tahun 2020.

Peningkatan kesiapan 
Kegiatan sosialisasi, termasuk 

melalui iklan televisi dan media 
sosial merupakan prioritas di 
samping peningkatan daya saing 
dan kualitas kelembagaan serta 
sumber daya manusia. Langkah 
Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) mewajibkan peserta Kursus 
Pimpinan (Sespim) mengangkat 
ketiga pilar ASEAN sebagai tema 
wajib penyusunan kajian kelompok 
dan upaya Kementerian Luar 
Negeri mendorong pembentukan 
Pusat Studi Kajian ASEAN di dua 
puluh perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia.

Poros Maritim Indonesia, 
termasuk percepatan pembangunan 
infrastruktur tol laut, energi, 
jalan raya, serta pelabuhan udara 
merupakan langkah prioritas. 
Pelayanan administrasi satu atap 
di tingkat pusat dan daerah, 
transparansi proses perizinan yang 
murah dan efisien, realisasi ASEAN 
Single Window, diplomasi ekonomi, 
serta mewujudkan konektivitas 
maritim dalam kerangka konektivitas 

ASEAN, khususnya jaringan 
pelayaran jarak dekat dan roll on 
roll off merupakan langkah-langkah 
konkret menyongsong MEA 2015.

Keunggulan utama Indonesia yang 
sering tidak dimanfaatkan sebagai 
daya saing yang paling kuat ialah 
demokrasi dan good governance yang 
dilaksanakan sangat progresif. 

Kekhawatiran dapat dimanfaatkan 
sebagai energi positif untuk 
mendorong percepatan peningkatan 
daya saing dengan pembenahan dan 
penyederhanaan proses perizinan, 
profesionalisme, dan transparansi 
birokrasi, serta langkah-langkah 
progresif lainnya untuk mendorong 
investasi, pembangunan, dan 
pemerataan. Peningkatan daya 
saing memerlukan sinergitas atau 
Indonesia incorporated untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan pemerataan, serta sangat krusial 
untuk persiapan pembentukan MEA 
dan mencegah Indonesia kedalam 
perangkap negara berpendapatan 
menengah (middle income trap).

nGuRAh SwAJAyA, wAkil tEtAP Ri untuk ASEAn 
(2010-2013), mEDiA inDonESiA 30 JAnuARi 2015.
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Ya, memang momen 
istimewa. Karena, Kamis 
31 Desember 2015 nanti, 
sepuluh negara anggota 
ASEAN akan menjadi 

sebuah kawasan yang terintegrasi 
yaitu Masyarakat ASEAN-- yang 
menjadi cita-cita para pemimpin 
ASEAN. Lebih dari 600 juta 
masyarakat ASEAN niscaya dapat 
dengan mudah melakukan aktifitas 
ekonomi antara satu dengan yang 
lain. Keringanan pajak, penurunan/
penghapusan tarif bea masuk 
(barang dan jasa) adalah segelintir 
“insentif” yang kelak dapat 
dinikmati oleh segenap masyarakat 
ASEAN. Kesepakatan ini diarahkan 
untuk menjadikan kawasan tersebut 
sebagai pasar tunggal dan basis 
produksi dengan pembangunan yang 
merata dan berdaya saing global.

Menilik sedikit ke belakang, 
kawasan ASEAN yang terintegrasi 

ini atau yang disebut dengan 
“Masyarakat ASEAN” digagas sejak 
tahun 1997, tepatnya pada Pertemuan 
Tingkat Kepala Negara ASEAN ke-2 
di Kuala Lumpur. Awalnya, sepuluh 
kepala negara anggota ASEAN 
menargetkan kawasan Asia Tenggara 
yang terintegrasi pada tahun 
2020. Namun, keputusan tersebut 
diakselerasi menjadi tahun 2015 
berkat pertemuan di Cebu, Filipina 
(2007).

bangun Kesadaran
Tidak dapat dipungkiri, tingkat 

popularitas ASEAN di masyarakat 
Indonesia masih jauh panggang 
dari api. Mengutip sebuah survei 
tahun 2012, sebesar 76% penduduk 
Indonesia belum familiar terhadap 
“Masyarakat ASEAN”. Apabila 
ditelisik lebih dalam, sebanyak 81% 
penduduk Indonesia hanya mengenal 
nama ASEAN bahkan 19% sisanya 

belum pernah mendengar tentang 
ASEAN. Kondisi yang tidak jauh 
berbeda juga dialami oleh negara-
negara ASEAN lainnya.

Mencermati kondisi tersebut, 
kesepuluh negara anggota ASEAN, 
termasuk Indonesia, seyogianya 
lebih menggiatkan keterlibatan 
seluruh pihak. Sudah barang 
tentu, Pemerintah tidak bisa 
berjalan sendiri. Dibutuhkan upaya 
“sporadis” dari seluruh pihak untuk 
membangun sekaligus menumbuhkan 
kesadaran masyarakat terhadap 
esensi Masyarakat ASEAN 2015 yang 
semakin dekat.

ASEAN for the People
Pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla membawa nuansa tersendiri 
di dalam diplomasi Indonesia. 
Diplomacy for the People menjadi 
ruh di setiap meja perundingan. 
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Ada yang berbeda dengan 31 Desember 2015 nanti. Ketika seluruh warga dunia bersiap menikmati gemerlap kem-
bang api dan riuh terompet menyambut pergantian tahun, justru 600 juta lebih warga ASEAN bersiap menyambut 
momen istimewa lainnya, Masyarakat ASEAN.

lebih dari 600 juta penduduk AseAn harus bisa menikmati manfaat pemberlakuan MeA



Magnitudo diplomasi Indonesia 
diarahkan untuk memenuhi 
kesejahteraan 250 juta rakyat 
Indonesia.

Pendekatan tersebut turut 
dirasakan dalam mekanisme 
ASEAN. Pada ASEAN Foreign 
Ministers’ Meeting Retreat pada 
Januari 2015 lalu di Kota Kinabalu, 
Menteri Luar Negeri RI Retno 
L.P. Marsudi memberi warna 
baru dalam perundingan ASEAN. 
Kesenjangan antara kesepakatan 
dan hasil pertemuan ASEAN 
dengan  pelaksanaan di lapangan 
menjadi sorotan tersendiri di 
dalam pertemuan tersebut. ASEAN 
diharapkan mampu memberikan 
manfaat nyata (tangible results) bagi 
rakyat.

Dengan jumlah populasi penduduk 
sebanyak 600 juta jiwa, stabilitas 
makro ekonomi yang mapan serta 
tingkat inflasi di kisaran 3,5%, 
ASEAN merupakan target pasar yang 
cukup menjanjikan. Seluruh negara, 
termasuk Indonesia, berlomba-
lomba untuk dapat menjadi pemain 
utama di kawasan. Bercermin 

pada neraca ekspor RI tahun 2012, 
sebesar seperempat dari total ekspor 
Indonesia (USD 196 miliar) bertujuan 
ke negara anggota ASEAN.

Sektor-sektor unggulan Indonesia 
pun cukup banyak bersuara di 
gelanggang ASEAN. Minyak kelapa 
sawit, karet, kakao, alas kaki, tekstil 
serta produk otomotif dan kayu 
adalah produk-produk unggulan 
Indonesia di pasar ASEAN. Menurut 
data WTO dan publikasi pemetaan 
wilayah laut ASEAN Regional 
Center for Biodiversity Conservation, 
produksi Crude Palm Oil (CPO) dan 
kekayaan alam Indonesia di Zona 
Ekonomi Ekslusif berturut-turut 
merupakan yang terbesar di ASEAN 
(19,7 juta metrik ton dan 5,8 juta km).

sebuncah Optimisme di tahun 2015
Pekerjaan rumah seperti 

kualitas infrastruktur dalam 
negeri (berperingkat ke-5 di 
ASEAN) dan sumber daya manusia 
(berperingkat ke-6 di ASEAN), tidak 
dapat dipungkiri, masih menjadi 
catatan tersendiri bagi kesiapan 
Indonesia menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 
Sekalipun demikian, kepercayaan 
dan optimisme segenap pihak 
tidak boleh padam. Sektor-sektor 
unggulan Indonesia, seperti produk 
agro, perikanan, alas kaki-tekstil 
serta produk otomotif dan kayu, 
dapat dijadikan pendulum dalam 
memajukan bidak-bidak diplomasi 
ekonomi Indonesia di kawasan. 

Tingkat kesadaran publik 
terhadap pentingnya MEA 2015 pun 
terus dipacu oleh segenap pihak. 
Mainstreaming MEA 2015 di dalam 
setiap kebijakan strategis serta 
proliferasi penggunaan platform 
media sosial dalam menjangkau 
segmen masyarakat yang lebih 
luas patut terus didorong guna 
membangkitkan kesadaran sekaligus 
kepemilikan (we-feeling) atas MEA 
2015. Semua tindakan tersebut tidak 
lain demi upaya menyejahterakan 
250 juta rakyat Indonesia. Diplomacy 
for the People. ASEAN adalah kita. l

ADhY buWOnO PutrO
P3K2 AsPAsAf, bPPK
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gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (gAPkI) menargetkan produksi minyak sawit mentah (cPo) pada 2015 mencapai 
33 juta ton, dan sebanyak 22 juta ton ditujukan untuk ekspor. cPo merupakan unggulan Indonesia untuk bersaing dalam MeA.

BERITADAERAH.CoM
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MEA DAlAM sOrOtAn 
MEDiA MAssA

galeri



M enyongsong pemberla-
kuan Masyarakat Eko-
nomi ASEAN (MEA) 
yang akan dimulai 31 
Desember mendatang, 

sejumlah pemimpin redaksi media 
massa ASEAN menghadiri forum 
dialog di Batam untuk membahas 
langkah-langkah yang dapat dila-
kukan insan pers dalam menyikapi 
era keterbukaan ekonomi kawasan. 
Forum dialog ini diselenggarakan 
bertepatan dengan peringatan hari 
Pers Nasional (HPN).

Selain Indonesia dan Malaysia yang 
menggagas forum dialog bertajuk 
The Role of the Media in the ASEAN 
Community ini, turut hadir pemimpin 
redaksi media massa dari Filipina, 
Thailand, dan Singapura. “Acara 
ini bertujuan memberikan wadah ke 
teman-teman media dalam hal ini 

para pemimpin redaksi dari negara-
negara ASEAN untuk mengobrol, 
berdialog, dan berdiskusi,” kata 
Nurjaman Mochtar selaku Ketua 
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia 
di sela-sela dialog. 

Pertemuan pertama ini belum 
memiliki target atau misi khusus, 
namun yang terpenting terbentuknya 
ruang dialog yang membuka 
informasi. “Nah apakah ke depan 
forum pemimpin redaksi ASEAN ini 
akan dilembagakan, nantinya akan 
diserahkan kepada forum untuk 
memutuskan dan mengelolanya,” 
ujar Nurjaman. 

Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Rudiantara, yang 
menghadiri peringatan HPN 2015 
mengapresiasi pertemuan pemimpin 
redaksi se-ASEAN sebagai wujud 
partisipasi industri pers dalam 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
Media massa se-ASEAN dapat 
berperan dalam menyampaikan 
pesan ke dunia internasional 
mengenai kekuatan negara-negara 
ASEAN sebagai satu kesatuan di 
berbagai sektor.

Sementara itu Menteri Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia, Dato Seri 
Ahmad Shaberry Cheek, mengatakan 
bahwa MEA bukan hanya sekadar 
pergelaran negara-negara ASEAN, 
namun juga bagaimana negara-
negara ASEAN membangun proses 
kebersamaan serta membawa 
kesatuan antar negara dan 
masyarakat. Media massa se-ASEAN 
diharapkan dapat menyampaikan 
informasi serta membangun opini 
dan persepsi mengenai upaya-upaya 
mulia tersebut. l

DitJEn kERJA SAmA ASEAn 
mEDiA inDonESiA, 9 FEbRuARi 2015

PeMIMPIn RedAksI se-AseAn sIkAPI eRA MeA

laporan khusus
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Media massa se-AseAn dapat berperan dalam menyampaikan pesan ke dunia internasional mengenai kekuatan negara-negara 
AseAn sebagai satu kesatuan, di berbagai sektor.

REUTERS



Para Duta Besar RI harus ak-
tif memburu peluang eko-
nomi di negara tujuannya 
dan harus mempunyai pen-
ciuman yang tajam terkait 

persoalan ekonomi. Demikian Presi-
den Joko Widodo menekankan dalam 
pembukaan Rapat Kerja Pimpinan 
Kementerian Luar Negeri tanggal 2 
Januari 2015 lalu.

Kutipan tersebut mengisyaratkan 
bahwa para pemimpin harus mampu 
memanfaatkan diplomasi ekonomi 
untuk dapat memberikan dampak 
positif bagi perekonomian nasional. 
Pelaksanaan diplomasi ekonomi 
didasari oleh empat pilar kegiatan, 
yaitu: promosi perdagangan, 
promosi wisata, promosi investasi, 
dan pengembangan kerjasama 
pembangunan.

Pariwisata sebagai sektor unggulan
Berangkat dari ide tersebut, 

pariwisata merupakan salah satu 
aspek penting dalam diplomasi 
ekonomi. Selama ini, paradigma 
masyarakat terhadap pariwisata 
Indonesia adalah sebagai sektor 
unggulan nasional karena 
memberikan kontribusi yang cukup 
besar bagi devisa negara. Sektor 
pariwisata menyumbang 9,5% dari 
total Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional pada tahun 2014. Selain 
itu, jumlah wisatawan asing yang 
masuk ke Indonesia terus meningkat 
dari 8,8 juta wisatawan pada tahun 
2013 menjadi 9,4 juta pada tahun 
2014, sehingga tidak mengherankan 
jika pariwisata menjadi sektor yang 
diunggulkan.

Walaupun pariwisata menjadi 
sektor unggulan nasional, bukan 
berarti pariwisata Indonesia 
dengan sendirinya akan unggul di 
mancanegara. Jika dibandingkan 
dengan negara-negara di ASEAN, 
pariwisata Indonesia belum 
sepenuhnya unggul. Menurut data 
Forum Ekonomi Dunia tahun 2014, 
Indonesia berada di peringkat 4 

di antara negara-negara ASEAN 
lainnya dengan total kunjungan 
sebesar 9,4 juta wisatawan, 
sedangkan Malaysia di peringkat 
pertama (24 juta wisatawan) disusul 
Thailand (22 juta wisatawan) dan 
Singapura (13 juta wisatawan).

Jika dibandingkan dengan indeks 
daya saing pariwisata secara 
keseluruhan pada tahun 2013, 
Indonesia berada di peringkat 70, 
sedangkan Singapura di peringkat 
10, Malaysia di peringkat 34, dan 
Thailand di peringkat 43.

Terlebih lagi, pemanfaatan sektor 
unggulan yang berdaya saing menjadi 
kata kunci dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
akhir tahun 2015. Dengan demikian, 
Indonesia memiliki “pekerjaan 
rumah” yang harus dibenahi untuk 
mewujudkan pariwisata Indonesia 
yang unggul dan berdaya saing. 

Pariwisata berdaya saing
Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang kepariwisataan, tujuan 
pokok kepariwisataan  adalah   
meningkatkan pertumbuhan 

PARADIgMA BARU 
PAriWisAtA inDOnEsiA
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daya saing Pariwisata Indonesia 
perlu ditingkatkan. Wisata ba-
hari menjadi salah satu prog-
ram unggulan dan prioritas 
dalam pembangunan kepari-
wisataan nasional

Derawan, salah satu destinasi wisata 
unggulan Indonesia di Kalimantan  
yang mulai dikenal dunia



ekonomi, meningkatkan kesejah-
teraan, menghapus kemiskinan, 
melestarikan alam, lingkungan, 
dan sumberdaya, serta memajukan 
kebudayaan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, perlu adanya 
pembangunan kepariwisataan yang 
diarahkan pada industri pariwisata, 
destinasi pariwisata, pemasaran, dan 
kelembagaan pariwisata. 

Meskipun demikian, peningkatan 
daya saing menjadi tantangan baru 
bagi pembangunan kepariwisataan. 
Selama ini peningkatan daya saing 
pariwisata berfokus pada pemasaran 
pariwisata untuk membangun 
citra Indonesia sebagai destinasi 
pariwisata yang berdaya saing, salah 
satunya dengan branding “Wonderful 
Indonesia” yang mengedepankan 
wisata alam, sejarah, dan kebudayaan 
dalam memasarkan wisata Indonesia.

Jika dibandingkan dengan promosi 
wisata negara-negara ASEAN 
lainnya, Thailand, Malaysia, dan 
Singapura juga memiliki wisata 
yang serupa dengan Indonesia, 
sehingga upaya branding wisata 
antara Indonesia dan negara-negara 
tersebut relatif sama dan kurang 
berdaya saing

Singapura misalnya, menge-
depankan wisata belanja sebagai 
prioritas sektor pariwisata. Posisi 
Singapura dalam hal prioritas sektor 
pariwisata berada di peringkat 4 
dunia, sedangkan Indonesia berada 
di peringkat 19. Artinya, Indonesia 
perlu menentukan prioritas sektor 
pariwisata untuk meningkatkan 
branding kepariwisataan yang 
memiliki kekhasan. 

Selain itu, menurut data dari 
Forum Ekonomi Dunia tahun 2013, 
tiga aspek pariwisata Indonesia 
yang memiliki nilai terendah, 
yakni infrastruktur dengan indeks 
2,1 dari skala 6, ICT (Information 
and Communication Technology) 
dengan indeks 2,7 dari skala 6, serta 
kesehatan dan kebersihan dengan 
indeks 2,9 dari skala 6. 

Marine tourism
Sebagai negara maritim terbesar di 

Asia Tenggara, wisata bahari (marine 
tourism) mampu menjadi prioritas 
sektor wisata Indonesia yang berdaya 
saing. Hal ini sejalan dengan visi 

poros maritim yakni menjadikan laut 
Indonesia sebagai pusat dinamika 
dan kegiatan ekonomi regional dan 
global melalui kerjasama di bidang 
infrastruktur laut, perkapalan, 
pelayaran, perikanan,dan pariwisata. 

“Wisata bahari merupakan salah 
satu program unggulan dan prioritas 
dalam pembangunan kepariwisataan 
nasional, dengan arah pengembangan 
yang terdiri dari pengenalan destinasi 
selam dan selancar (surfing), 
cruise, serta mendukung kampanye 
pelestarian lingkungan bahari, dan 
peningkatan wisata budaya bahari,” 
kata Menteri Pariwisata, Arief 
Yahya, pada Pembukaan Seminar 
Nasional Pariwisata Bahari, di bulan 
Desember 2014.

Untuk mencapai visi wisata bahari 
tersebut, pemerintah memiliki dua 
pendekatan. Pertama, Kementerian 
Pariwisata telah menetapkan 
Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN) yang berbasis 
bahari. KSPN ini mengintegrasikan 
dimensi infrastruktur, aksesibilitas, 
konektivitas, aktivitas, fasilitas, 
hospitality dan preferensi pasar. 
Salah satu program pada KSPN ini 
adalah pengembangan poros tol laut 
di Indonesia. 

Kedua, pemerintah tetap berupaya 
untuk meningkatkan sinergi antara 
pemerintah daerah, pelaku bisnis, 
serta masyarakat lokal untuk 
dapat mengambil manfaat dari 

implementasi wisata bahari dengan 
tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan. 

Tentunya, wisata bahari ini 
akan mampu memiliki daya saing 
pariwisata di ASEAN. Optimisme ini 
didukung potensi kelautan Indonesia 
yang memiliki garis pantai mencapai 
80.000 km, luas laut mencapai sekitar 
3,1 juta km2, serta memiliki 51% 
dari terumbu karang di kawasan 
Asia Tenggara. Dengan besarnya 
potensi laut tersebut dan upaya 
untuk meningkatkan aspek-aspek di 
bidang kepariwisataan, maka target 
Indonesia untuk mencapai 20 juta 
kunjungan wisatawan mancanegara 
dapat direalisasikan. 

Singkatnya, pariwisata Indonesia 
merupakan sektor unggulan nasional, 
namun belum berdaya saing di tingkat 
ASEAN. Penentuan wisata bahari 
sebagai sektor prioritas pariwisata 
merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan daya saing tersebut. 
Tidak diragukan lagi bahwa 
Indonesia perlu meningkatkan sektor 
pariwisata agar menjadi sektor yang 
tidak hanya unggul namun berdaya 
saing sehingga diplomasi ekonomi 
Indonesia dalam implementasi MEA 
2015 dapat berlangsung efektif. 
Inilah paradigma baru pariwisata 
Indonesia. l

DitJEn kERJA SAmA ASEAn 
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Wisata selam, salah satu arah pengembangan wisata bahari di Indonesia



Dampak positif  bonus de-
mografi yang dimiliki In-
donesia adalah modal be-
sar bagi negeri ini untuk 
sukses dalam pelaksanaan 

Masyarakat ASEAN 2015 sudah di 
depan mata. Lalu, siapkah SDM In-
donesia berkompetisi dan meraup 
untung dari pasar bebas dan perlu-
asan kerja sama dalam Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) itu? 

Sayangnya, Indonesia hingga 
kini masih berhadapan dengan 
masalah kurangnya tenaga kerja 
yang berketerampilan tinggi 
dan profesional. Simak saja. The 
Boston Consulting Group (BCG 
2013) memprediksi perusahaan-
perusahaan yang beroperasi 
di Indonesia pada 2020 akan 
menghadapi kesulitan dalam mengisi 
setengah posisi pekerjaan entry-level 
dan middle-manager. Sedangkan 
pada level senior-managers, posisi 
ini akan diisi oleh pekerja Indonesia 
yang kurang memiliki kemampuan 
manajerial dan berwawasan 
global (leadership skills dan global 
exposure). Padahal skill itu sangat 
dibutuhkan bagi perusahaan untuk 
dapat unggul dalam persaingan. 

Masalah kurangnya kemampuan 
SDM di Indonesia itu disebabkan oleh 
ketidaksesuaian antara keterampilan 
dan pengetahuan yang diperoleh 
saat menempuh pendidikan, dengan 
kebutuhan dunia kerja. Inilah yang 
akan menghambat pertumbuhan 
daya saing tenaga kerja Indonesia 
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) 2015. 

Nah, salah satu solusinya adalah 
peningkatan kualitas SDM melalui 
pendidikan kejuruan. Pendidikan 
kejuruan harus menjadi salah satu 
referensi Indonesia untuk mencetak 
lulusan terampil dan siap bekerja di 
ASEAN. 

Dalam beberapa tahun terakhir, 
Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan kebijakan yang 
terfokus pada peningkatan kualitas 
pendidikan kejuruan.  Beberapa 

prioritas Garis-Garis Besar Program 
Pembinaan SMK Tahun 2012, yang 
disusun oleh Direktorat Pembinaan 
SMK, Ditjen Pendidikan Menengah. 
Di situ disebutkan, hasil yang harus 
dicapai pada tahun 2014: 70% 
lulusan SMK siap bekerja pada tahun 
kelulusan; 85% SMK menyediakan 
layanan pembinaan pengembangan 
kewirausahaan; seluruh SMK 
menerapkan pembelajaran 
yang membangun karakter; dan 
sekurang-kurangnya 90% SMK 
melakukan e-learning. Selain itu, 
pemerintah juga tengah menyiapkan 
sertifikasi bagi lulusan SMK dengan 
menggandeng Badan Nasional 
Sertifikasi dan Profesi (BNSP) dan 
pihak industri. 

Keterampilan tenaga kerja lulusan 
kejuruan Indonesia, pada dasarnya 
cukup kompetitif dibandingkan 
dengan negara anggota ASEAN 
lainnya. Bahkan, Indonesia berhasil 
meraih prestasi gemilang, pada ajang 
ASEAN Skills Competition (ASC), 
yang melombakan penguasaan 
kompetensi keterampilan kerja 
berbagai bidang kejuruan, yang 

diikuti tenaga kerja ASEAN 
maksimal berusia 22 tahun. 
Dengan berbagai kategori yang 
dilombakan, seperti transportasi dan 
logistik; konstruksi dan teknologi; 
manufaktur dan teknik; Teknologi 
Industri (TI); jasa; serta creative 
arts and fashion, tahun 2012 lalu, 
Indonesia berhasil meraih gelar juara 
umum. Sedangkan di ajang yang 
sama tahun 2014, Indonesia berada 
di peringkat dua setelah Vietnam. 

Untuk bersaing dalam MEA, 
Indonesia sebaiknya menyiapkan 
lulusan yang memiliki kemampuan 
sesuai kebutuhan kompetensi dunia 
kerja. Menurut Indonesia Skills 
Report yang dikeluarkan oleh 
World Bank pada tahun 2010, selain 
keterampilan dan pengetahuan 
dasar teknis, hal lain yang tak kalah 
penting dan dibutuhkan tenaga 
kerja Indonesia adalah manajemen 
ketrampilan sosial individu (life 
skills atau transferable skills). 

Negara-negara seperti Malaysia, 
Brunei Darussalam, Jepang dan 
Republik Korea telah memberi 
perhatian serius terhadap life skills 

MenIngkAtkAn dAyA sAIng MelAluI 
PendIdIkAn keJuRuAn
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kualitas pendidikan kejuruan perlu diberi perhatian serius untuk meningkatkan daya sa-
ing sdM Indonesia dalam MeA.



tersebut. Yang dimaksud life skills 
antara lain, inisiatif dalam bekerja; 
kemampuan berpikir; perencanaan; 
kreativitas; kemampuan untuk bekerja 
dalam tim; kemampuan memecahkan 
masalah; dan kemampuan 
berkomunikasi. Negara seperti Jepang 
dan Republik Korea lebih jauh lagi 
bahkan telah memasukkan etika kerja 
global ke dalam kurikulum pendidikan 
vokasi mereka. 

Selain life skills, hal yang tak 
kalah penting bagi tenaga kerja 
Indonesia adalah peningkatan 
kemampuan Bahasa Inggris dan 
penguasaan Teknologi Informasi 
(TI). Diharapkan, melalui penerapan 
life skills, penguasaan TI dan bahasa 
Inggris, tenaga kerja Indonesia dapat 
berkompetisi dengan tenaga kerja 
negara-negara ASEAN  lainnya. Lebih 
jauh lagi, guna menjadi pemenang di 
kancah regional MEA, ada baiknya 
jika tenaga kerja Indonesia juga 
diberi bekal keterampilan bahasa 
ASEAN lainnya, seperti bahasa Thai.

Indonesia juga diharapkan dapat 
mendorong pengembangan National 
Qualification Frameworks (NQF) 
dan Regional Quality Assurance 
Framework (RQAF), yang bertujuan 
mendapatkan pengakuan kualifikasi 
di ASEAN. Langkah membangun 
RQAF dan NQF di Indonesia ini 
menghadapi beberapa tantangan, 
tetapi pembahasan terus berlanjut 
hingga kini. Hasil akhirnya 
pembahasan diharapkan dapat 
membantu memperbaiki kualifikasi 
nasional, sehingga tenaga kerja 
Indonesia mendapatkan pengakuan 
handal baik di tingkat regional 
ASEAN maupun internasional.  

Indonesia juga perlu menjalin 
kerja sama yang erat dengan 
berbagai pihak, termasuk pihak 
swasta. Kontribusi swasta akan 
membantu Pemerintah memecahkan 
masalah ketrampilan tenaga kerja 
di Indonesia. Kemampuan swasta 
mengelola teknologi industri dan 
informasi patut menjadi bahan/
pengetahuan rujukan untuk 
memperkaya wawasan sekolah-
sekolah kejuruan di Indonesia. 
Program pelatihan guru dengan 
melibatkan swasta, dan program 
magang berkesinambungan bagi 
siswa sekolah kejuruan akan semakin 

memuluskan langkah Pemerintah 
untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kerja di Indonesia.

Korea Selatan merupakan contoh 
nyata negara yang menerapkan sistem 
pendidikan kejuruan melibatkan 
kerja sama swasta. Pada tahun 
2010, Pemerintah Korea Selatan 
telah mendirikan jaringan Meister 
High Schools, sekolah kejuruan 
yang bermitra dengan beberapa 
perusahaan untuk merancang 
kurikulum sesuai kebutuhan 
industri. Untuk meningkatkan 
prestis dari sekolah-sekolah Meister, 
pemerintah menanggung uang 
sekolah dan asrama para siswa. 
Sementara, industri/swasta terlibat 
menyediakan fasilitas, beasiswa, 
mentoring, dan pekerjaan. 

Dalam praktiknya, beberapa 
kepala sekolah Meisters tersebut 
bahkan berasal dari dunia industri. 
Berkat kesuksesan program ini, 
terjadi peningkatan kualitas 
SDM sekolah kejuruan. Sekolah 
kejuruan yang tadinya berpredikat 
biasa berubah menjadi sekolah 
Meister yang dikukuhkan dengan 
penandatanganan perjanjian kerja 
sama bersama industri. 

Di kawasan ASEAN, Vietnam 
merupakan salah satu negara anggota 
ASEAN yang serius menggarap 
pengembangan pendidikan berbasis 
kompetensi kejuruan. Vietnam juga 
menerapkan strategi pelatihan 
kejuruan baru periode 2011-2020 
serta berambisi menerapkan standar 
internasional dengan membangun 
tiga pusat akreditasi regional. Pada 
tahun 2015, Vietnam berkomitmen 
untuk membangun kerangka dasar 
bagi standar keterampilan di segala 
bidang pekerjaan. Upaya-upaya 
ini tidak lain diterapkan untuk 
dapat meraih tujuan tenaga kerja 
berkualitas, dengan label “Trained 
in Vietnam”, yang diharapkan 
menjadi pengakuan serta jaminan 
mutu tenaga kerja Vietnam di masa 
mendatang. 

Menyambut pembentukan 
Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN 
terus berupaya meningkatkan kualitas 
pendidikan di kawasan, satu misi 
penting adalah menghasilkan SDM 
berkualitas. Kerja sama pendidikan 
sektor kejuruan di negara ASEAN 

dilakukan dengan menyelenggarakan 
sejumlah pelatihan seperti Regional 
Technical Vocational Education and 
Training (TVET Conference) pada 
tahun 2012 di Hanoi, Vietnam, dan 
pada tahun 2014 di Jakarta, Indonesia. 
Konferensi ini menjadi kesempatan 
yang baik dalam menjalin jejaring 
di antara pendidikan kejuruan 
ASEAN untuk saling bertukar 
pikiran mengenai pendidikan vokasi. 
Memuluskan langkah ASEAN, 
pengembangan pendidikan kejuruan 
juga menggaet negara-negara Mitra 
Wicara di ASEAN seperti Selandia 
Baru dan Australia dengan harapan 
kualitas pendidikan dan SDM ASEAN 
akan semakin baik dan siap memasuki 
kancah pasar bebas ASEAN. 

Pengembangan ASEAN, salah 
satunya melalui TVET Training 
and Conferences, diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan tenaga 
kerja berkualitas yang tengah 
dihadapi Indonesia dan negara 
anggota ASEAN lainnya. Dengan 
Komitmen kuat dari pemerintah dan 
dukungan masyarakat luas, maka 
pendidikan kejuruan Indonesia akan 
lebih maju dan tidak dipandang 
sebelah mata.Pendidikan kejuruan 
sebaiknya dimanfaatkan seoptimal 
mungkin dalam mencetak sumber 
daya manusia Indonesia yang unggul 
dan berkualitas serta siap bersaing di 
tingkat ASEAN dan global. l 

Dit. kERJASAmA FunGSionAl ASEAn
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U ntuk mendukung pem-
bentukan Masyarakat 
ASEAN 2015, ASEAN te-
ngah berupaya mengem-
bangkan berbagai proyek 

konektivitas dalam kerangka Mas-
terplan on ASEAN Connectivity 
(MPAC). Tujuannya, untuk mewu-
judkan ASEAN yang terintegrasi 
dan terhubung. Namun, salah satu 
tantangan pelaksanaan proyek-
proyek konektivitas ini adalah ma-
salah pendanaan. 

Guna mengatasi tantangan 

pendanaan yang besar itu, ASEAN 
mengembangkan skema Public-
Private Partnership (PPP). PPP 
adalah bentuk kemitraan antara 
pemerintah dan swasta dalam 
pembiayaan dan penanganan proyek 
berinvestasi besar.

Keseriusan ASEAN dalam hal itu 
terlihat dengan dilaksanakannya 
Workshop on an ASEAN Public-
Private Partnership (PPP) 
Networking Forum: Toward an 
ASEAN di Manila, 16-17 Desember 
2014. Workshop tersebut bertujuan 

mempertemukan para pemangku 
kepentingan baik dari kalangan 
pemerintah maupun swasta untuk 
membahas tantangan, peluang, dan 
best practices dalam implementasi 
agenda PPP. 

Delegasi Indonesia, DR. Ir. 
Bastary Pandji Indra, MSP, Direktur 
PPP Bappenas, menyampaikan 
paparan mengenai pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. DR. 
Bastary juga menyampaikan 
perkembangan skema PPP di 
Indonesia meliputi transformasi dan 
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Serius mengupayakan kemitraan antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan skema 
pembiayaan proyek berdana besar, ASEAN menggelar Workshop on ASEAN PPP Networking Forum.

Pembangunan infrastruktur tol Sumatera, salah satu yang menggunakan pembiayaan dengan skema public-private partnership. 
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amandemen sejumlah peraturan 
serta keterlibatan pihak swasta 
dalam pembangunan infrastruktur 
dalam negeri.

Implementasi PPP tersebut bukan 
lagi hal baru untuk Indonesia. 
Indonesia telah membangun PPP 
Center, mengembangkan project 
development fund dengan akses 
dukungan advisory pada tingkat 
dunia, mengadakan program 
pengembangan diri (capacity 
building programme), sinkronisasi 
regulasi antara pemerintah pusat 
dan daerah serta lintas agensi, dan 
juga membangun sistem satu jendela 
dalam hal perizinan dan kepemilikan 
tanah. 

“Selama tahun 2005-2014 terdapat 
13 proyek PPP yang sudah berjalan,10 
proyek dalam tahap pembangunan, 
1 proyek dalam tahap Financial 
Closing, 21 proyek dalam proses 
transaksi, dan 26 proyek dalam tahap 
persiapan,” jelas Bastari.

Dalam implementasinya, sejumlah 
hambatan dihadapi Indonesia, 
seperti sulitnya perolehan tanah, 
kecilnya skala proyek akibat 
sistem desentralisasi, kurangnya 
insentif dan kapasitas agensi-agensi 
kontraktor pemerintah, rumitnya 
persyaratan jaminan dari pemerintah 
pusat, kurangnya persiapan 
manajemen proyek, kerangka 
regulasi dan institusi yang tidak 
efisien serta kurangnya koordinasi 
antara institusi terkait.

Untuk mengatasi sejumlah 
hambatan itu, pemerintah melakukan 
revisi terhadap Regulasi PPP (Revisi 
Keputusan Presiden No.67/2005) 
serta ketetapan Regulasi lainnya 
yaitu UU No.2 Tahun 2012 tentang 
Perolehan Tanah dan Keppres 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar 
Investasi Negatif. Hal itu dilakukan 
untuk mendorong partisipasi pelaku 
usaha asing dalam pembangunan 
infrastruktur di Indonesia.

Mengenai proyek konektivitas 
Indonesia, Bank Dunia telah 
melakukan identifikasi terhadap 59 
proyek yang terdiri atas 4 proyek 
bandara, 18 proyek pelabuhan dan 
kapal feri, 6 proyek kereta api, 
26 proyek jalan tol, dan 5 proyek 
energi. Dari 59 proyek tersebut, 29 
proyek diidentifikasi dari MPAC, 21 

proyek dari badan-badan sektoral 
ASEAN, dan 11 proyek dari rencana 
nasional Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) dan PPP Book 
2013. Sesuai dengan konsep poros 
maritim Presiden RI Joko Widodo, 
prioritas sektor di Indonesia dalam 
kaitan dengan MPAC tersebut 
adalah pengembangan infrastruktur 
pelabuhan (tol laut) dan penguatan 
kapasitas Standard Operating 
Environment (SOE).

Bank Dunia menilai, terdapat 40 
proyek konektivitas ASEAN yang 
diidentifikasi sebagai proyek PPP 
yang potensial. Dari 40 proyek 
tersebut, 8 proyek merupakan proyek 
Indonesia yakni, Airport Package 
di Bandara Radin Inten II, Bandara 
Komodo, Bandara Palu, Bandara 
Mutiara, ASEAN 47 port, Pelabuhan 
Bitung, Pelabuhan Palembang, 
Pelabuhan Makassar, Express rail 
yang menghubungkan Bandara 
Soekaro-Hatta Airport and Bandara 

Halim Perdana Kusuma, Jalur Kereta 
Api Sulawesi dari Makassar ke Pare-
Pare, Jalur Tol Manado-Bitung, dan  
ASEAN Highway 25: Jalur Tol Trans-
Sumatra yang menghubungkan 
Palembang-Bandar Lampung. 

Memanfaatkan workshop yang 
dimaksud, Indonesia juga menerima 
kunjungan perwakilan dari pihak 
swasta yaitu Abeinsa Bussiness 
Development, Metrobank, Belarmino 
Accounting Firm, IPE Asia 
Company Limited, Logie Group 
Limited, dan Zimnet Creative Media 
untuk mempromosikan proyek-
proyek konektivitas di Indonesia. 
Pada masa mendatang, peserta 
workshop berkeinginan untuk dapat 
menyelenggarakan kegiatan secara 
rutin dengan melibatkan negara-
negara mitra wicara Uni Eropa 
untuk berbagi pengalaman dan best 
practices dalam implementasi agenda 
PPP. l

Dit. Mitra Wicara Dan antar KaWasan
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Isu pemuda merupakan salah satu 
prioritas kerjasama dalam pem-
bentukan Masyarakat ASEAN 
di pilar sosial budaya. Mandat 
ASEAN mengenai kepemudaan 

terdapat dalam Cetak Biru Masyara-
kat Sosial Budaya, di bawah agenda 
pemberdayaan manusia. Yaitu, de-
ngan adanya program untuk melan-
jutkan program pengembangan 
kepemimpinan pemuda dan program 
penghargaan bagi pemuda, mem-
bentuk ASEAN Youth Fund, serta 
membentuk Forum Kewirausahaan 
Pemuda ASEAN.

Kerja sama ASEAN di bidang 
kepemudaan sendiri dimulai sejak 
diselenggarakannya Konferensi 
Pemuda ASEAN tanggal 15-
17 September 1975. Dalam 
perkembangannya, telah dibentuk 
ASEAN Expert Group on Youth dan 
telah pula disepakati Declaration 
of Principles to Strenghten ASEAN 
Collaboration on Youth pada tahun 
1983. ASEAN Expert Group on Youth 
kemudian berubah nama menjadi 

ASEAN Sub-Committee on Youth 
(ASY). Pada tahun 2001, status ASY 
ditingkatkan menjadi ASEAN Senior 
Officials Meeting on Youth (SOMY). 

Kerja sama ASEAN di bidang 
pemuda dilakukan ditingkat 
menteri melalui ASEAN Ministerial 
Meeting on Youth (AMMY), yang 
melakukan pertemuan setiap dua 
tahun. Pelaksanaan dan pelaporan 
implementasi program dan 
kegiatan di bidang ini dilaksanakan 
oleh SOMY. SOMY membawahi 
Committee for ASEAN Youth 
Cooperation (CAYC). Dalam rangka 
meningkatkan partisipasi pemuda, 
ASEAN telah melaksanakan kegiatan  
ASEAN Youth Forum. Kegiatan 
itu merupakan inisiatif Indonesia 
pada masa keketuaan pada tahun 
2011. Pertemuan para pemimpin 
ASEAN dengan perwakilan pemuda 
untuk pertama kalinya diadakan 
pada tanggal 7 Mei 2011 dimana 
perwakilan pemuda dapat berdialog 
dan menyampaikan rekomendasi 
kepada para Pemimpin ASEAN.

Saat ini peran pemuda dianggap 
semakin penting dan dijadikan isu 
prioritas dalam setiap keketuaan 
di ASEAN. Simak saja. Dalam 
keketuaan Brunei Darussalam di 
ASEAN pada tahun 2013, Brunei 
menyampaikan proposal mengenai 
pembentukan Youth Volunteerism: 
ASEAN Youth Volunteer Corps 
(AYVC) yang bertujuan sebagai 
dasar bagi profesional muda 
untuk berkontribusi kepada 
masyarakat dengan melakukan 
pelayanan publik sesuai dengan 
keahliannya. Pertemuan ASEAN 
Youth Entrepreneurs Seminar and 
Expo:‘ASEAN Youth Entrepreneur 
– Shaping the future of ASEAN 
pada tanggal 22-23 Mei 2013 
menghasilkan Bandar Seri Begawan 
Declaration on Youth Volunteerism 
and Entrepreneurship. Deklarasi 
tersebut, antara lain, menyampaikan 
bahwa kesukarelaan pemuda dan 
wirausaha sangat penting dalam 
pembangunan Masyarakat ASEAN, 
pembentukan identitas bersama, 
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serta masyarakat yang peduli  dan 
berbagi sesama. 

Sepanjang tahun 2014, terdapat 
beberapa pertemuan terkait isu 
pemuda, antara lain ASEAN Leaders’ 
Meeting with Representatives of 
Civil Society Organization (CSO) 
yang membahas peran pemuda 
dalam Masyarakat ASEAN 2015, 
pembentukan ASEAN yang 
berorientasi kepada masyarakat 
dan pemuda sebagai pelopor, serta 
peningkatan pemenuhan hak pemuda 
terkait pendidikan yang berkualitas, 
akses terhadap kesehatan, persamaan 
gender, dan migrasi. Selain itu juga 
telah dilaksanakan ASEAN Leaders’ 
Meeting with Representatives of 
Youth pada tanggal 11 Mei 2014 di 
Myanmar.

Di dalam negeri, peran pemuda 
Indonesia dalam pembentukan 
Masyarakat ASEAN juga semakin 
meningkat, diantaranya ditandai 
dengan diresmikannya ASEAN 
Youth Center (AYC) yang pertama 
di Indonesia pada tanggal 1 Juni 
2014 di Desa Panawuan Kabupaten 

Garut Jawa Barat. AYC diharapkan 
dapat menginspirasi pemuda dalam 
berupaya memaksimalkan diri 
untuk menyambut diberlakukannya 
Masyarakat ASEAN, dengan tetap 
melestarikan budaya dan identitas 
kebangsaan. Selain itu, AYC juga 
diharapkan dapat menjadi pusat 
kajian diskusi dan referensi terkait 
kerja sama ASEAN.

Menyusul keberhasilan pendirian 
AYC yang pertama, pada tanggal 14 
Januari 2015 Kementerian Pemuda 
dan Olahraga RI bekerjasama dengan 
Indonesia Student and Youth Forum 
(ISYF) mengadakan peresmian AYC 
di lantai 6 Blok M Plaza, Jakarta, 
yang dibuka oleh Menteri Pemuda 
dan Olahraga RI.

Peran AYC dianggap penting guna 
mempersiapkan generasi muda dan 
diharapkan dapat menjadi sarana 
yang dapat mendukung pemenuhan 
ruang kreatif terbuka bagi kegiatan 
kepemudaan dalam mengembangkan 
keterampilan, minat, bakat, dan 
potensi, serta menjadi saluran bagi 
pemuda dalam meneruskan informasi 

terkait ASEAN.
Adanya inisiatif dari Blok M Plaza 

untuk menyediakan ruang bagi AYC 
secara gratis menunjukkan adanya 
kerja sama yang baik dengan pihak 
swasta untuk turut menyukseskan 
program pemerintah dan mengawali 
sejarah baru untuk memfasilitasi 
kegiatan kepemudaan. Kerja sama 
itu dapat menjadi contoh dalam 
menjalankan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan, yaitu dalam hal 
penyediaan sarana dan prasarana 
kepemudaan. 

Di masa masa depan, Indonesia 
diharapkan akan terus menjalankan 
kepemimpinannya di ASEAN. 
Untuk itu, pemuda Indonesia 
diharapkan akan memegang peran 
penting dalam kiprah ASEAN untuk 
menjadi pemimpin dan pembuat 
keputusan di masa depan yang 
senantiasa mengusung kepentingan 
nasional Indonesia dalam ASEAN, 
dan berbagai forum internasional 
lainnya. l

Dit Kerja saMa fungsional asean
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k awasan Asia Tenggara 
merupakan wilayah yang 
rawan bencana alam. Se-
but saja beberapa peris-
tiwa seperti gempa bumi 

dan tsunami Samudera Hindia tahun 
2004 yang menerjang sebagian be-
sar wilayah yang berbatasan dengan 
Samudera Hindia, dimana Indonesia 
(Aceh) dan Thailand menjadi wilayah 
terparah terkena dampak bencana. 
Lalu, topan Nargis tahun 2008 yang 
menghantam Myanmar, topan Bopha 
tahun 2012 dan topan Haiyan tahun 
2013 yang menerjang Filipina. 

Semuanya merupakan bencana 
besar yang menimpa kawasan 
ASEAN dan memakan korban jiwa 
tidak sedikit. Peristiwa gempa bumi 
dan tsunami tahun 2004 misalnya, 
telah menelan korban jiwa hingga 
240.000 orang, Lalu, topan Nargis 
tahun 2008 kurang lebih 138.000 
korban jiwa, dan diperkirakan 
lebih dari 2 juta orang terkena 
dampaknya. Sementara, korban jiwa 
pada topan Bopha yang menghantam 
Filipina tahun 2012 telah melebihi 

angka 1.000 orang. Sedangkan topan 
Haiyan tahun 2013 menyebabkan 
korban jiwa  sebanyak 6.201 orang, 
dan korban hilang sebanyak 1.785 
orang.

Bencana alam jelas merupakan 
sesuatu yang ada di luar kekuasaan 
manusia. Tidak ada cara untuk 
mencegahnya, namun yang 
mungkin dapat dilakukan adalah 
mengurangi kerusakan yang timbul 
dari bencana alam. Dan, kesiapan 
dalam menghadapi bencana adalah 
satu hal yang bisa membuat sebuah 
perbedaan utama.

Bagi ASEAN, penanganan bencana 
tentu akan jauh lebih efektif apabila 
dilakukan secara bersama. Gempa 
bumi dan tsunami yang menimpa 
Aceh dan beberapa wilayah pesisir 
di kawasan Samudera Hindia pada 
tahun 2004, menyadarkan ASEAN 
bahwa kawasan Asia Tenggara 
perlu membangun kerja sama untuk 
menanggulangi bencana alam. Fokus 
utamanya adalah, kesiap siagaan dan 
bantuan kemanusiaan. 

Sebelumnya, ASEAN telah 

memiliki suatu mekanisme 
institusional pada tahun 1970an, 
dimana sekelompok ahli bencana 
alam dikumpulkan untuk membahas 
hal-hal terkait kebencanaan. Agar 
lebih konkrit, ASEAN memutuskan 
untuk menggagas komitmen regional 
pertama untuk tanggap bencana 
pada tahun 1976,  melalui ASEAN 
Declaration of Mutual Assistance 
on Natural Disasters. Pada tahun 
2003, status kelompok ahli kemudian 
ditingkatkan menjadi sebuah komite 
bernama ASEAN Committee on 
Disaster Mangement (ACDM), yang 
dikukuhkan melalui keputusan 
ASEAN Standing Committee (ASC).

Instrumen kunci dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
kebencanaan di kawasan ASEAN 
dituangkan ke dalam sebuah 
kesepakatan yaitu ASEAN 
Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response (AADMER) 
yang disahkan pada tahun 2005. 
AADMER yang ditandatangani oleh 
para Menteri Luar Negeri negara-
negara anggota ASEAN pada 26 Juli 

IndoneSIa, rUjUkan PenanggUlangan 
bencana dI aSean
Kemampuan dan pengalaman Indonesia dalam menangani bencana alam layak dijadikan rujukan di 
kawasan ASEAN.

Penanganan korban bencana, lebih efektif dilakukan bersama oleh negara-negara ASEAN

antara



2005 di Viantine, Laos, berfungsi 
sebagai perjanjian yang memayungi 
segala bentuk kegiatan operasional 
kebencanaan secara kolektif. Selain 
berfungsi sebagai payung hukum 
untuk kebencanaan, AADMER juga 
mengatur jumlah kontribusi negara 
anggota ASEAN untuk mekanisme 
kerja kebencanaan. AADMER resmi 
diratifikasi dan diberlakukan pada 
24 Desember 2009, dan menghasilkan 
AADMER Work Programme 2010-
2015.

Bukti konkrit atas kerja keras 
ASEAN adalah pendirian AHA Centre 
(ASEAN Coordinating Centre for 
Humanitarian Assistance on Disaster 
Management). Pusat Koordinasi ini 
berdiri pada tanggal 17 November 
2011 dengan ditandatanganinya 
Agreement on the Establishment of 
AHA Centre oleh para Menteri Luar 
Negeri ASEAN di Bali. AHA Centre 
adalah perwujudan implementasi 
Pasal 20 ayat (1) perjanjian AADMER, 
dimana para negara anggota ASEAN 
sepakat untuk mendirikan Pusat 
Koordinasi ASEAN untuk Bantuan 
Kemanusiaan bagi Penanggulangan 
Bencana.

Sebagai pusat koordinasi bencana 
alam di kawasan ASEAN, AHA 
Centre bertugas untuk memobilisasi 
bantuan dan mengolah informasi 
terkait kebencanaan, dan yang 
terpenting adalah AHA Centre 

memberikan informasi deteksi 
dini (early warning) terhadap 
negara anggota ASEAN melalui 
sistem teknologi informasi yang 
dikembangkan ASEAN bersama 
negara Mitra Wicara seperti Amerika 
Serikat, Australia, Selandia Baru, 
dan Jepang. AHA Centre telah 
membuktikan kiprahnya sebagai 
mesin operasional pusat kebencanaan 
ASEAN dengan memberikan 
respon cepat dan terkoordinir.
Komitmen kuat Indonesia untuk 
serius menangani isu kebencanaan 
ditunjukkan dengan berdirinya Pusat 
Koordinasi AHA Centre di Jakarta. 
Dukungan Pemerintah Indonesia 
terhadap AHA Centre diwujudkan 
dalam bentuk pemberian gedung dan 
fasilitas untuk mendukung kegiatan 
operasional AHA Centre.

Dalam kerja sama penanggulangan 
bencana, Indonesia memainkan 
peran penting. Bagi ASEAN, 
kemampuan dan pengalaman 
Indonesia dalam menangani bencana 
alam layak dijadikan rujukan di 
kawasan, terutama saat menangani 
tsunami Aceh tahun 2004. Saat ini, 
tugas untuk mengkoordinasikan 
perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan penanggulangan bencana 
secara terpadu di Indonesia 
dipegang oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nasional 
(BNPB), yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2008. Untuk tugas penanggulangan 
bencana di daerah, baik di provinsi 
maupun kabupaten/kota dilakukan 
oleh Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, dan 
pembentukannya dilaksanakan 
melalui koordinasi dengan BNPB. 

Namun, peran BNPB bukan hanya 
menangani bencana alam di dalam 
negeri, melainkan juga terlibat aktif 
dalam memberikan bantuan terhadap 
negara-negara yang terkena bencana.  
Misalnya, kepada Filipina saat 
terjadi Topan Haiyan tahun 2013. 
BNPB memberikan bantuan berupa 
kebutuhan logistik dan personel ke 
Filipina. Sebelumnya, BNPB juga 
telah memberikan bantuan sebanyak 
tiga kali ke Filipina, yakni untuk 
korban banjir dan longsor pada 
Oktober 2011, korban Topan Washi 
pada Desember 2011, dan korban 
Topan Bopha tahun 2013.

Mewujudkan Masyarakat ASEAN 
2015, peran Indonesia di dalam 
ASEAN akan semakin signifikan. 
Indonesia pada tahun 2014 telah 
berhasil melakukan terobosan 
baru dalam pengembangan kerja 
sama penanggulangan bencana, 
dengan menyelenggarakan Latihan 
Gabungan Penanganan Bencana 
“Mentawai Megathrust Disaster 
Relief Exercise” di Padang. Latihan 
gabungan ini melibatkan partisipasi 
sipil dan militer. Kegiatan ini 
terbukti mampu menarik minat 
tidak hanya negara anggota ASEAN, 
namun beberapa negara besar yang 
tergabung dalam negara anggota 
East Asia Summit (EAS) seperti 
Amerika Serikat, Australia, Selandia 
Baru, dan Rusia. 

Melihat jauh kedepan bahwa 
“ASEAN 2015 adalah kita, 
Indonesia”, maka, Indonesia harus 
terus tampil dengan gagasan dan 
prakarsa yang mendobrak dan 
menarik perhatian dunia di bidang 
penanggulangan bencana. Bangga 
akan kemampuan Indonesia di bidang 
yang cukup langka di ASEAN dan 
bahkan di tingkat  global haruslah 
diamini oleh seluruh Masyarakat 
Indonesia. l

Dit. KerjasaMa fungsional asean
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Menteri Luar Negeri RI, Retno LP. Marsudi (kedua dari kanan) bersama para Menlu ASEAN di Kinabalu Malaysia.

aSEAN perlu mempersem-
pit kesenjangan antara ke-
sepakatan dengan pelak-
sanaan serta hasil nyata 
yang dapat dirasakan se-

cara langsung oleh rakyat. Untuk itu, 
dengan melihat pengalaman dalam 
implementasi Cetak Biru Komunitas 
ASEAN, penyusunan Visi Masyara-
kat ASEAN Paska-2015 perlu me-
mastikan bahwa rakyat merasakan 
dampak langsung dari pembentukan 
Masyarakat ASEAN.

Hal itu disampaikan Menlu RI 
Retno Marsudi dalam Pertemuan 
Tingkat menteri ASEAN (ASEAN 
Foreign Ministers’ Meeting/AMM) 
di Kota Kinabalu, Malaysia, tanggal 
27 sampai 28 Januari 2015. Dalam 

debut pertamanya pada pertemuan 
tingkat menteri ASEAN ini, Menlu 
Rl membawa dinamika baru dengan 
pesan-pesan bagi ASEAN yang pro-
rakyat.

Menlu RI lebih lanjut memberikan 
penekanan dalam isu perlindungan 
buruh migran di luar negeri, dengan 
menegaskan kembali pentingnya 
ASEAN untuk memiliki suatu 
instrumen hukum yang mengikat. 
“Ini adalah tindak lanjut dari ASEAN 
Declaration on the Protection and 
the Promotion of the Rights of 
Migrant Workers guna melindungi 
dan menjamin terpenuhinya hak-
hak buruh migran dan keluarganya 
semasa bekerja di luar negeri,” kata 
Menlu Retno.

Selain itu, kerja sama maritim 
di ASEAN juga menjadi hal yang 
ditekankan Menlu RI. Hal itu sejalan 
dengan amanat yang disampaikan 
oleh Presiden Rl pada KTT ke-25 
ASEAN di Nay Pyi Taw Myanmar, 
bulan November 2015. 

Dalam kerja sama maritim, Menlu 
RI mengharapkan dukungan ASEAN 
atas usulan Indonesia mengenal 
kerja maritim dalam kerangka East 
Asia Summit (EAS). Isu utama 
yang digarisbawahi oleh Menlu 
RI adalah terkait pemberantasan  
Illegal, Unreported, Unregulated 
(IUU) Fishing, yang telah lama 
menjadi bagian dari Cetak Biru 
Komunitas Politik dan Keamanan 
ASEAN. “Kerja sama ASEAN dalam 

pertemuan menlu asean di kinabalu 
MenlU rI: aSean harUS dIraSakan 
langSUng oleh rakyat 

straitstimes.com

Menlu RI  membawa dinamika baru dengan pesan-pesan bagi ASEAN yang pro-rakyat.
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bidang ini dapat dilakukan melalui 
mekanisrne ASEAN dan ASEAN-Ied  
mechanism  lainnya seperti ASEAN 
Maritime Forum, ASEAN Regional 
Forum,  dan  East Asia Summit,” 
demikian disampaikan Menlu RI.

Pertemuan tingkat menteri ASEAN 
ini merupakan yang pertama kalinya 
dilakukan di bawah keketuaan 
Malaysia untuk tahun 2015. 
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh 
Menteri Luar Negeri ASEAN, 
kecuali Menlu Brunei Darussalam 
yang diwakili oleh HRH. Princess 
Hajah Masna dan Menteri Luar 
Negeri Kamboja yang diwakili oleh 
H.E. Seoung Rathchavy, Secretary of 
State/Ketua SOM ASEAN-Kamboja. 
Pertemuan juga dihadiri oleh 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN. 

Berbagai agenda penting yang 
dibahas dalam pertemuan tingkat 
Menteri ASEAN ini antara lain 
tindak lanjut KTT ASEAN ke-25 yang 
dilaksanakan di Nay Pyi Taw pada 
bulan November 2015, pembahasan 
Visi Masyarakat ASEAN paska 2015, 
prioritas Malaysia sebagai Ketua 
ASEAN untuk tahun 2015, hubungan 
eksternal ASEAN serta isu-isu 
regional dan internasional terkini.

Secara khusus, dalam pertemuan 
ini para Menlu ASEAN membahas 
rekomendasi High Level Task 
Force on Stengthening the ASEAN 
Secretariat and Coordination of 
ASEAN Organs. Khususnya, dalam 
aspek perampingan pertemuan 
ASEAN. Pada kesempatan itu, Menlu 
Rl  menyampaikan usulan-usulan 
untuk merampingkan pertemuan 
di ASEAN seperti kemungkinan 
penyelenggaraan KTT ASEAN 
menjadi satu kali dalam satu tahun 
dan pengaturan penyelenggaraan 
KTT ASEAN+1 dan  Post Ministerial 
Conference (PMC)+1.

Dalam upaya perampingan 
itu, KTT  ASEAN Plus Three  
(APT) dan KTT Asia Timur tetap 
diselenggarakan tiap tahun. Untuk 
menghindari adanya pengulangan 
isu para Pemimpin ASEAN, 
dapat memanfaatkan mekanisme 
ASEAN Troika  sebagai format 
penyelenggaraan KTT ASEAN+1.

Sementara untuk memperkuat dan 
meningkatkan kapasitas Sekretariat 
ASEAN (ASEC), diusulkan untuk 

menambah kontribusi tahunan dari 
negara-negara ASEAN.

Melihat tumpang tindih dan 
tugas-tugas SOM dan Komite 
Perutusan Tetap ASEAN (CPR), para 
Menlu menilai perlunya dilakukan 
pembagian yang jelas (delineation) 
tugas dan fungsi SOM dan CPR. 
Intinya, para Menlu meminta 
Sekretariat ASEAN untuk terus 
memonitor implementasi seluruh 
rekomendasi HLTF di badan-badan 
ASEAN.

aSean  community’s  Post-2015

Dengan terbentuknya Masyarakat 
ASEAN pada akhir tahun 2015, 
negara-negara ASEAN mulai 
membahas visi masyarakat ASEAN 
paska 2015. Hal itu ditandai dengan 
disahkannya Kerangka Acuan 
(Terms of Reference) dari High Level 
Task Force (HLTF) on the ASEAN 
Community Post-2015 Vision oleh 
ASEAN Coordinating Council 
Working Group (ACC WG).  Para 
Menlu ASEAN pada pertemuan 
itu umumnya mengharapkan agar 
HLTF dapat segera melaksanakan 
mandatnya dan menghasilkan Visi 
Masyarakat ASEAN paska 2015 
untuk dilaporkan KTT ASEAN ke-27 
mendatang.

Menlu RI sendiri pada kesempatan 
itu menekankan bahwa Masyarakat 
ASEAN paska 2015 perlu 
mengandung beberapa komponen 
penting. Yaitu, persatuan dan 
kesatuan ASEAN, sedikitnya 
kesenjangan antara capaian Cetak 
Biru dengan kondisi sesungguhnya 
pada masyarakat ASEAN, perlunya 
masyarakat ASEAN dapat 
merasakan manfaat langsung dari 
Visi Komunitas ASEAN Paska-2015, 
dan mempersempit kesenjangan 
pembangunan (Narrowing 
Development Gap) antar negara 
anggota ASEAN.

Pada kesempatan itu, Menlu Rl 
juga mendorong upaya penyelarasan 
proposal-proposal terkait arsitektur 
keamanan regional yang telah 
disampaikan oleh negara-negara 
ASEAN dalam kerangka East Asia 
Summit. Sebagaimana diketahui, 
berbagai negara seperti Indonesia, 
Rusia, Indonesia dan RRT telah 

menyampaikan proposal arsitektur 
regional yang bertujuan untuk 
menjaga stabilitas dan keamanan di 
kawasan.

Satu hal yang menarik adalah 
adanya usulan untuk diterapkannya 
ASEAN Common Time

Zone  (waktu bersama ASEAN).  
Tujuan dari usulan ini adalah 
untuk menyiapkan pasar modal dan 
memudahkan perdagangan dalam 
menyambut Masyarakat Ekonomi 
ASEAN tahun 2015. Para menlu 
sepakat untuk membahas lebih lanjut 
usulan tersebut.

Isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) 
juga menjadi bahasan yang menjadi 
perhatian para Menlu ASEAN. 
Mereka sepakat untuk melakukan 
implementasi secara penuh dan 
efektif  Declaration on the Conduct 
of Parties in the South China Sea  
(DOC) serta segera diselesaikannya 
konsultasi  Code of Conduct (COC)  
di Laut Tiongkok Selatan. Selain 
itu, beberapa negara ASEAN 
menyampaikan keprihatinan atas 
reklamasi yang dilakukan oleh 
RRT dan menyerukan agar semua 
pihak dapat menahan diri  untuk 
tidak melakukan kegiatan yang 
menimbulkan ketegangan.

Menyikapi kebrutalan para 
anggota kelompok radikal di 
Irak dan Suriah, para Menlu 
mengeluarkan pernyataan bersama 
yang menegaskan komitmen negara 
anggota ASEAN untuk memerangi 
aksi kekerasan yang dilakukan 
oleh kelompok radikal di lrak dan 
Suriah yang mengancam negara-
negara lainnya. Pernyataan itu 
juga dikaitkan dengan perlunya 
implementasi secara menyeluruh 
Konvensi ASEAN tentang Konter-
Terorisme serta Rencana Aksi 
Komprehensif pemberantasan 
terorisme di ASEAN sesuai dengan 
Piagam PBB dan prinsip-prinsip 
hukum internasional.

Kesempatan pertemuan Menlu 
ASEAN juga dimanfaatkan Menlu 
RI untuk menyampaikan rencana 
Indonesia menjadi tuan rumah 
Konferensi Asia Afrika (KAA) dan 
Peringatan  60  Tahun KAA di 
Jakarta dan Bandung pada tanggal  
22-24  April  2015. l

Dit.  politiK - KeaManan asean



M asyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) adalah 
realita yang mau tidak 
mau akan menjadi ke-
nyataan. Pemerintah 

dan masyarakat di seluruh negara 
anggota ASEAN sibuk mempersiap-
kan diri dalam menghadapi MEA. Di 
Thailand misalnya, MEA telah masuk 
menjadi mata pelajaran wajib sejak 
di bangku sekolah dasar dan diber-
lakukan secara nasional. Belakangan 
ini, Bahasa Indonesia telah menjadi 
mata pelajaran wajib dan masuk da-
lam kurikulum sekolah di Thailand. 
Itulah salah satu strategi Thailand 
yang menilai betapa pentingnya 
MEA bagi Thailand dan melihat In-
donesia sebagai pasar atau potensi 
MEA terbesar  di ASEAN. Mayoritas 
masyarakat di berbagai pelosok dae-
rah di Thailand secara umum sadar 
dan menilai penting MEA yang akan 
hadir di penghujung 2015. Oleh ka-
rena itu, mereka sibuk mempersiap-
kan diri menyambut MEA. Lantas 

bagaimana dengan kesiapan daerah-
daerah di Indonesia dalam mengha-
dapi MEA?

Untuk melihat langsung kesiapan 
daerah menghadapi MEA 2015, Tim 
Majalah Masyarakat ASEAN telah 
mengadakan peliputan lapangan ke 
Surabaya dan Banyuwangi, Jawa 
Timur (Jatim). Dipilihnya Jatim se-
bagai lokus liputan lapangan, karena 
kami menilai bahwa Jawa Timur se-
perti pernyataan Gubernur Jatim, 
Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum men-
ergaskan “Jawa Timur siap mengha-
dapi MEA 2015”.

jatim Menghadapi Pasar aSean
Menurut data Share of GDP in 

ASEAN economy, WDI 20011) yang 
dikeluarkan Pemprov Jatim, pereko-
nomian Jatim hampir setara dengan 
dua pertiga perekonomian Vietnam 
atau hampir 2,5 kali lebih besar di-
banding gabungan Laos, Kamboja, 
Timor Leste dan Papua Nugini (Sum-
ber : Pemprov Jatim/  Demikian juga 

di sektor angkatan kerja, penduduk 
Jatim yang lebih besar dari Malay-
sia dan angkatan kerjanya yang lebih 
besar dari gabungan angkatan kerja 
Brunei Darussalam, Timor Leste, 
Singapura dan Laos, merupakan po-
tensi sumber daya manusia yang sa-
ngat kuat menghadapi pangsa pasar 
di MEA. Pemetaan daya saing tenaga 
kerja Jatim terhadap pasar ASEAN 
dari sisi upah buruh masih paling 
murah kecuali dibanding Vietnam. 

Daya saing Jatim di pasar ASE-
AN untuk level industri dan komo-
ditas sangat bagus. Jatim memiliki 
keunggulan secara komperatif dan 
memiliki spesialisasi ekspor industri 
secara spesialisasi pada 349 komodi-
tas dimana yang terbanyak pada ko-
moditas manufactures goods. Trend 
ekspor Jatim ke pasar ASEAN meng-
alami kenaikan sampai 50%, namun 
belum diimbangi dengan kenaikan 
pangsa di pasar ASEAN. Saat ini 
yang menjadi negara tujuan ekspor 
Jatim adalah Malaysia, Singapura, 
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Thailand dan Vietnam. Sementara 
penetrasi ekspor ASEAN ke Jatim 
di hampir seluruh kelompok komo-
ditas dan produk  meningkat 58%, 
dimana penetrasi terbesar dilakukan 
Vietnam (113%), Singapura (100%) 
dan Malaysia (12%). Peluang pasar 
komoditas ekspor Jatim di kawasan 
ASEAN unggul pada 19 komodi-
tas dari 349, yaitu refined palm oil. 
Paper nes 40-150g, vehicle ignition 
wir, footwear nes leather sole, coffee 
not roasted/decaf, lysene/ glutamic 
acid, tech spect natural rubber, wood 
furniture nes, octanols, misc edible 
prods nes, copper refined, hardwood 
shaved/grooved, kaolin coated paper, 
polywood-hardwood faced, tobacco, 
frozen shrimps/prawns, crustaceans, 
tuna dan aluminium plate.

tantangan jawa timur di kancah Mea
Dampak krisis global tahun 2009 

masih terasa khususnya terkait de-
ngan proses pemulihan ekonomi du-
nia yang berlangsung lambat. Per-
tumbuhan ekonomi Jatim di tahun 
2014 juga tercatat lambat (6,06% 
berdasarkan TD 2000 atau 5,86 % 
berdasarkan TD 2010), namun demi-
kian pencapaian tersebut masih lebih 
tinggi dari nasional. Intertemporal 
analysis Jatim di ranah ASEAN dapat 
dicatat bahwa tahun 2007-2013, Ja-
tim overall terjadi kehilangan 122 
komoditas unggulan, hal ini menye-
babkan turunnya ekspor Jatim dari 
USD 835 juta menjadi USD 73 juta. 
Akan tetapi, pada saat yang sama Ja-
tim gaining dengan munculnya lebih 
dari 200 komoditas baru yang ber-
daya saing, sehingga meningkatkan 
ekspor komoditas tersebut dari USD 
73 juta menjadi USD 3,5 milyar.

Strategi jawa timur Menghadapi Mea
Jatim menilai bahwa MEA bukan-

lah produk yang “ujuk-ujuk” (pro-
duk yang rampung dalam semalam), 
namun sebuah program yang diran-
cang jauh sebelum tahun 2015 dari 
prakarsa negara-negara anggota 
ASEAN. Sebuah program yang di-
rancang dengan memperhatikan ke-
bijakan dan aturan dalam negeri ma-
sing-masing negara anggota ASEAN, 
roadmap-nya, dan kepentingan-ke-
pentingan lain yang sangat kompleks. 
Beberapa negara anggota ASEAN se-

perti Singapura, Malaysia, Thailand 
telah menyusun dan mempersiapkan 
diri sejak awal secara bertahap dan 
sistematis dalam menghadapi MEA. 
Sementara Indonesia, baru injury 
time melalui Keppres 37/2014 dan 
Inpres 6/2014 (1 September 2014). 
Oleh karena itu, Jatim dalam men-
coba mengejar ketertinggalan persia-
pannya menghadapi MEA memilih 
strategi “Melompat”. 

Strategi tersebut secara umum 
dapat dilihat bahwa Jatim memper-
siapkan penguatan daya saing ber-
dasarkan kekuatan unggulan yang 
dimiliki. Gambaran tentang strategi 
Jatim ini dapat dilihat dalam Blue 
Print dan road map yang disiapkan 
Jatim dalam menghadapi MEA. Wa-
laupun MEA merupakan pasar be-
bas, Jatim menilai perlu ada filter 
atas setiap produk luar negeri yang 
masuk Jatim (non tariff barrier) da-
lam rangka melindungi kepentingan 
warga negaranya. Dalam konteks 
memanfaatkan akses pasar ASEAN, 
Jatim menyiapkan apa yang disebut 
“Usaha Besar, Usaha Sedang, Usaha 
Kecil dan Usaha Mikro”. Usaha be-
sar dan usaha sedang akan dikaitkan 
dengan upaya bagaimana produk ko-
moditi dapat secara mudah masuk ak-
ses pasar ASEAN. Sedangkan usaha 
kecil dan usaha mikro dikaitkan de-
ngan pemberdayaan UMKM dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
produksi yang berdaya saing. Di sini-
lah Jatim telah membuat mapping 
tentang daya saing Jatim yang fokus, 
berdasarkan prioritas dan bertahap 
dari komoditas unggulannya.

Jatim juga menerapkan yang dise-
but quick domestic strategy, yaitu an-
tara lain melalui kegiatan penguatan 
skill SDM dengan pembentukan dan 
pengembangan SMK Mini yang sam-
pai 2014 tercatat 70 SMK Mini dan 
pembentukan/penguatan berbagai 
Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun 
skill yang dipilih didasarkan kebu-
tuhan domestik dan sebagai antisi-
pasi keperluan pasar ASEAN yaitu 
teknologi dan rekayasa, teknologi 
informasi dan komunikasi, kese-
hatan, agrobisnis dan agroteknologi, 
perikanan dan kelautan, bisnis dan 
manajemen, pariwisata, seni rupa 
dan kriya serta seni pertunjukan. 
Upaya Jatim ini merupakan upaya 

terobosan dalam konteks penyediaan 
lapangan kerja.

Jatim juga sangat sadar bahwa 
standarisasi produk industri untuk 
masuk ke pasar MEA sangat penting. 
Oleh karenanya untuk mengangkat 
produk potensial yang sudah ada di 
Jatim penting dilakukan penyusunan 
rancangan SNI produk, dimana se-
jak tahun 2013 hal tersebut telah di-
lakukan misalnya terhadap produk 
makanan jenis kripik (apel, salak, 
mangga). Juga dilakukan berbagai 
bimbingan dan sertifikasi seperti ISO 
9001:2008 (37 perusahaan), sertifika-
si SPPT-SNI, fasilitasi HKI, barcode, 
Batik Mark dan berbagai pelatihan 
dan bimbingan yang lain.

Dari wawancara kami dengan Ke-
pala Badan Penanaman Modal (BPM) 
Pemprov Jawa Timur, Ir. Lili Soleh 
Wartadipradja, MM, dijelaskan 
bahwa Blue Print Jatim berisikan 
potensi daerah yang secara lengkap 
menjelaskan road map potensi per-
item produk andalan yang siap dipa-
sarkan ke manca Negara dan berba-
gai daerah di Indonesia. Blue Print 
menggambarkan bagaimana keter-
sediaan produk unggulan, baik ba-
rang atau jasa serta networking-nya 
direncanakan dan dilaksanakan. Da-
lam konteks MEA, Blue Print Pem-
prov Jatim dapat menggambarkan 
produk unggulan yang siap menero-
bos pasar ASEAN.

Persiapan Surabaya Menghadapi Mea 
Dari kaca mata kami, Surabaya 

merupakan kota yang telah menata 
diri dengan rapih tidak sekedar peng-
aturan taman kota, jalan dan gedung 
serta sungai yang bersih dari sam-
pah, tetapi sebagai Ibu Kota Propinsi 
Jawa Timur, Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Jawa Timur juga telah 
mempersiapkan diri dalam menata 
potensi daerah yang dimiliki, yang 
merupakan domain produk Jawa 
Timur, meningkatkan kualitasnya 
dan mengemas packaging-nya agar 
dapat tembus dan bersaing di pasar 
bebas ASEAN. 

Di bidang pendidikan menengah 
yang dikaitkan dengan kesiapan 
dan ketersediaan ketenagakerjaan 
yang berketrampilan, Pemprov Jawa 
Timur membuat terobosan baru de-
ngan menetapkan kebijakan skema 
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rasio jumlah Sekolah Menengah Ke-
juruan (SMK) berbanding Sekolah 
Menengah Atas (SMA) menjadi 70 
: 30 (SMK : SMA). Skema rasio de-
mikian didasarkan pada permintaan 
kebutuhan lapangan kerja di Jawa 
Timur. Selaras dengan kebijakan 
Pemrov Jawa Timur tersebut, Peme-
rintah Kota Surabaya juga menye-
diakan pusat pelatihan bahasa untuk 
masyarakat Surabaya. Hal demikian 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
ketrampilan masyarakat dan juga 
terkait erat dengan upaya kesiapan 
masyarakat Kota Surabaya menyam-
but MEA. Ini sejalan dengan upaya 
peningkatan  jumlah medium skilled 
labor di Jatim. Kebijakan ini diper-
kuat dengan dijalinnya  kerja sama 
antara SMK dengan perusahaan-per-
usahaan asing untuk menampung  
lulusan SMK di Jatim yang terampil 
dan telah memenuhi standar dalam 
berkompetisi di pasar ketenaga ker-
jaan ASEAN. Pemerintah Kota Sura-
baya juga membuat program rumah 
bahasa, dimana dalam kegiatannya 
anggota masyarakat dapat belajar 
bahasa asing secara gratis dalam 

rangka menyiapkan komunikasi de-
ngan warga negara dari negara ang-
gota ASEAN atau negara lain yang 
memiliki kepentingan bisnis atau 
melakukan kunjungan wisata ke 
Surabaya dan sekitarnya.  

Sementara itu, Ketua KADIN Kota 
Surabaya, Ir. Jamhadi menyoroti 
posisi dan potensi Indonesia dalam 
menghadapi MEA 2015 yang dari sisi 
PDB dan jumlah penduduk terbesar 
di kawasan Asia Tenggara, namun 
dari sisi produktifitas dan daya sa-
ing masih dibawah beberapa negara 
ASEAN lainnya. Untuk mengejar 
ketertinggalan yang ada, KADIN 
Surabaya telah mengambil berbagai 
langkah persiapan menghadapi Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN 2015. Sa-
lah satunya mempromosikan secara 
gencar potensi ekonomi dan bisnis 
yang dimiliki oleh Kota Surabaya 
melalui penerbitan secara swadaya 
buku potensi bisnis Surabaya. Buku 
potensi bisnis ini berfungsi sebagai 
direktori usaha yang ada di Suraba-
ya sehingga memudahkan pengusaha 
dari luar untuk berbisnis di Sura-
baya.

banyuwangi Menyongsong Mea
Dalam peliputan ke Kabupa-

ten Banyuwangi, Tim Majalah Ma-
syarakat ASEAN berbincang lang-
sung dengan Ketua KADIN Kabu-
paten Banyuwangi, Ira Stephanie 
Rawung beserta jajarannya. Menurut 
Ira Stephanie  KADIN Kabupaten 
Banyuwangi bersama Pemda Ka-
bupaten Banyuwangi sangat serius 
dalam menghadapi MEA 2015. KA-
DIN bersama para pengusaha se-
dang melakukan identifikasi dan 
mempersiapkan produk-produk ung-
gulan Banyuwangi yang berbasis 
agro-products untuk dikemas sebagai 
produk andalan dalam  menghadapi 
MEA. Packaging diharapkan tidak 
meninggalkan ciri khas kedaerahan 
Banyuwangi, sehingga nama Banyu-
wangi akan dikenal di negara ang-
gota ASEAN melalui produknya. 

KADIN Banyuwangi selama ini 
aktif mempersiapkan dan membekali 
para pengusaha Banyuwangi di sek-
tor hulu maupun hilir dengan berba-
gai informasi usaha dan pelatihan. Di 
sektor hulu, persiapan dilakukan un-
tuk meningkatkan daya saing produk 
melalui pelatihan, diklat dan sertifi-
kasi. Sedangkan di hilir, difokuskan 
pada promosi dan pemasaran. Dalam 
kaitan ini, KADIN Banyuwangi se-
cara khusus telah membuat website 
KADIN Banyuwangi. Website ini 
akan dilengkapi dengan informasi 
dan profil  para pengusaha UMKM 
berserta produk-produk yang di-
hasilkan sehingga memudahkan hu-
bungan dagang antara pengusaha di 
Banyuwangi dengan pihak luar. 

Pada bidang pendidikan Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Banyuwangi 
juga mengikuti kebijakan Pemprov 
Jatim  untuk fokus pada pendidikan 
kejuruan dalam rangka menyiap-
kan tenaga kerja terampil. Selain 
itu, Banyuwangi telah melaksanakan 
program pelatihan bahasa asing (ba-
hasa Inggris, Arab, dan Mandarin) 
bagi masing-masing 10 orang dari 
218 desa di Banyuwangi secara gra-
tis. 

Persiapan Jawa Timur itu, jelas 
dapat menjadi contoh bagi daerah 
lain di Indonesia. l

Dit.jen Kerja saMa asean
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aSEAN - Republik Korea 
baru saja merayakan ulang 
tahun perak kerjasama 
kemitraan pada tahun 
2014. Sepanjang tahun 

lalu, telah diadakan serangkaian 
kegiatan peringatan seperti seminar, 
pameran dan festival seni budaya 
baik di negara anggota ASEAN 
maupun Republik Korea. Puncak 
dari rangkaian kegiatan tersebut 
adalah terselenggaranya KTT 
Peringatan di Busan, Republik Korea 
pada tanggal 11-12 Desember 2014 
lalu,  dihadiri oleh seluruh Kepala 
Negara/Pemerintahan ASEAN dan 
Republik Korea.

Dua puluh lima tahun hubungan 
kedua entitas ini ditandai dengan 
berbagai kemajuan positif di ketiga 
pilar Masyarakat ASEAN. Pada 
pilar ekonomi, terjadi peningkatan 
volume perdagangan lebih dari 16 
kali lipat, dari US$8,2 juta menjadi 
US$135 juta pada kurun waktu 1996-
2013. Hal ini menjadikan ASEAN 
sebagai mitra dagang terbesar kedua 
Republik Korea setelah Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT). 

ASEAN menjadi tujuan investasi 
ketiga Republik Korea setelah 
Amerika Serikat dan RRT dengan 
nilai 3,5 miliar dollar AS (2013). 
Selain itu, telah terkumpul dana 
lebih dari US$60 juta dalam  wadah 
ASEAN-ROK Cooperation Fund 
yang digunakan untuk membiayai 
berbagai proyek kemitraan di 
kawasan. Secara bilateral, hubungan 
ekonomi yang baik antara Indonesia 
dan Republik Korea tercermin pada 
nilai investasi senilai US$654,7 juta 
untuk 589 proyek (2014).

Pada pilar sosial budaya, terdapat 
peningkatan arus wisatawan 
antara Republik Korea dan ASEAN 
yang signifikan. Pada tahun 2013, 
sebanyak 1,6 juta jiwa wisatawan dari 

negara anggota 
ASEAN berwisata 
ke Republik Korea, 
menempati urutan 
ketiga terbesar 
setelah RRT dan 
Jepang. Pada 
tahun yang sama, 
sebanyak 32% dari 
14 juta  wisatawan 
Republik Korea 
(4,9 juta jiwa) 
memilih untuk 
berwisata di negara 
anggota ASEAN, 
m e n j a d i k a n 
ASEAN sebagai 
tujuan populer di 
kalangan masya-
rakat Republik 
Korea, hubungan bilateral Indonesia 
- Republik Korea ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian 
kerjasama budaya pada tahun 2000 
serta pendirian Korean Cultural 
Centre di Jakarta pada tanggal 18 
Juli 2011.

Kerja sama dalam kedua pilar 
tersebut akan mengalami kendala 
apabila tidak didukung oleh 
kestabilan politik dan keamanan. 
Hubungan yang kurang harmonis 
antara Republik Demokratik Rakyat 
Korea dan Republik Korea, konflik 
di Laut Tiongkok Selatan, serta 
permasalahan perbatasan antar 
negara di Asia Timur merupakan 
hal-hal yang dapat menjadi batu 
kerikil dalam proses perdamaian dan 
keamanan kawasan. 

Menyadari hal tersebut, Indonesia 
terus menekankan agar kerja sama 
ASEAN-Republik Korea tidak hanya 
dititikberatkan pada kerja sama 
ekonomi dan sosial budaya, namun 
juga pada bidang politik-keamanan. 
Inisiatif itu disepakati oleh kedua 
pihak yang menyadari pentingnya 
stabilitas kawasan guna menjamin 
pertumbuhan ekonomi yang 
sehat. Sehingga sejak tahun 2014 
pembahasan terkait isu itu menjadi 
salah satu agenda dalam Pertemuan 
Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN-

Republik Korea.
Dalam hubungannya dengan 

kampanye poros maritim dunia, 
Indonesia juga mendorong Republik 
Korea terlibat aktif di bidang 
keamanan maritim dalam konteks 
ASEAN Regional Forum (ARF). 
Dalam forum tersebut, Indonesia 
menjadi Co-Chair bersama dengan 
Republik Korea dan Amerika Serikat 
melalui penyelenggaraan ARF Inter-
Sessional Meeting on Maritime 
Security (ISM on MS) untuk 
periode 2011-2014. ARF adalah 
satu-satunya forum dialog dimana 
Republik Demokratik Rakyat Korea 
merupakan salah satu anggota. 
Dengan adanya hal ini, maka ASEAN 
merupakan pihak perantara yang 
sangat berharga, khususnya bagi 
Republik Korea dalam mengelola 
ketegangan di kawasan Asia Pasifik. 

Mengingat betapa eratnya 
hubungan yang sudah terjalin antara 
ASEAN dengan Republik Korea 
melalui pilar ekonomi, sosial budaya 
dan politik keamanan, Indonesia 
berharap kemitraan strategis antara 
ASEAN  dan Republik Korea mampu 
menciptakan keamanan kawasan 
yang saling menguntungkan dan 
pada akhirnya berkontribusi pada 
terciptanya stabilitas regional dan 
kesejahteraan bersama. l

Dit. Mitra Wicara Dan antar KaWasan

25 TAhUN KERJASAMA KEMITRAAN ASEAN REPUBLIK KoREA
keMItraan UntUk PerdaMaIan kawaSan

tqsmagazine.co.uK

Duta Besar Republik Korea (RoK) untuk ASEAN di Jakarta, 
Baek Seong-taek.

Volume perdagangan antara 
ASEAN dan Republik Korea 

melesat lebih dari16 kali lipat. 
Kerja sama polkam juga diperkuat
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Presiden Indonesia Joko 
Widodo menegaskan tekad 
untuk merealisasikan ajaran 
Trisakti, yaitu menjadikan 
Indonesia berdaulat dalam 

politik, berdikari dalam ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan. 

Berdasarkan visi dan misi Presiden 
Jokowi tersebut, ada tiga prioritas 
politik luar negeri Indonesia untuk 
lima tahun ke depan. “Yaitu, menjaga 
kedaulatan Indonesia, meningkatkan 
perlindungan terhadap warga negara 
dan badan hukum Indonesia, serta 
meningkatkan diplomasi ekonomi,” 
tegas Menteri Luar Negeri, Retno 
Lestari Priansari Marsudi, dalam 
kesempatan Pernyataan Pers Tahunan 
Menteri Luar Negeri (PPTM) yang 
dilaksanakan di Gedung Nusantara 
Kementerian Luar Negeri pada 8 
Januari 2015 lalu.

Menlu menyatakan bahwa melalui 
politik bebas aktif, diplomasi 
Indonesia akan mencapai tujuan 
tersebut. “Diplomasi Indonesia akan 

menonjolkan karakter sebagai negara 
maritim dan akan menggunakan 
posisi strategis diantara Samudera 
Hindia dengan Samudera Pasifik. 
Diplomasi Indonesia akan terkoneksi 
dengan kepentingan rakyat, 
membumi, dan dilakukan secara 
tegas serta bermartabat,” ujarMenlu.

kilas balik tahun 2014
Apabila sedikit berkilas balik ke 

tahun 2014, dapat dikatakan bahwa 
perdamaian dan keamanan dunia 
cukup stabil, tetapi tidak lepas 
dari berbagai tantangan. Berbagai 
kawasan di dunia saat ini masih 
diwarnai konflik meskipun pada 
tingkatan tertentu masyarakat 
Internasional berhasil menekan 
eskalasi konflik sehingga perang 
terbuka dapat dihindari. Saat ini 
dunia masih terus dihadapi dengan 
tantangan keamanan seperti isu 
pelucutan senjata, nonproliferasi 
senjata nuklir, serta berbagai 
konflik yang terkait dengan 

sengketa perbatasan lahan dan 
yang paling membahayakan dan 
mengkhawatirkan yaitu ancaman 
terorisme ISIS dan Foreign Terorist 
Fighters (FTF).

Wabah ebola yang berkembang 
di beberapa negara sangat 
memprihatinkan dan membutuhkan 
tindakkan pencegahan agar tidak 
berkembang ke negara lain. Setiap 
negara harus bekerja sama secara 
intensif. Disamping itu, ancaman 
lain yang sering terjadi disetiap 
belahan dunia adalah narkoba dan 
perdagangan manusia. Menurut 
Menteri Luar Negeri, kejahatan 
narkoba telah merusak kehidupan 
bangsa Indonesia, termasuk 
generasi muda Indonesia. Setiap 
hari, setidaknya terdapat 40-50 
orang meninggal dunia akibat 
penyalahgunaan narkoba. Selain 
itu, 4,5 juta orang menjalani proses 
rehabilitasi akibat penyalahgunaan 
narkoba dan 1,2 juta sangat 
bergantung pada narkoba. Oleh 
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karena itu, pemerintah Indonesia 
akan menindak tegas kejahatan 
narkoba yang telah merusak bangsa 
secara masif. 

Politik luar negeri Indonesia 2015
Pada tahun 2015 ini politik luar 

negeri Indonesia akan diprioritaskan 
dalam tiga hal berdasarkan visi dan 
misi Presiden Joko Widodo, yaitu:

Menjaga kedaulatan Indonesia 
Diplomasi Indonesia akan 

dilakukan untuk melindungi 
kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pergaulan 
internasional harus didasari pada 
prinsip penghormatan terhadap 
integritas wilayah teritorial setiap 
(karena diikuti kata benda) negara. 
Indonesia tidak akan membiarkan 
prinsip tersebut dilanggar oleh 
pihak lain dan diplomasi perbatasan 
akan lebih ditingkatkan pada tahun 
2015. Khusus untuk penyelesaian 
batas maritim, Indonesia telah 
menyusun peta jalan (roadmap)
perundingan perbatasan. Pemerintah 
Indonesia juga akan meningkatkan 
kehadirannya di wilayah perbatasan.

Meningkatkan pelindungan terhadap 
warga negara dan badan hukum Indonesia 

Pelindungan warga negara 
(termasuk buruh migran) dan 
Badan Hukum Indonesia akan terus 
ditingkatkan. Indonesia hanya akan 
melakukan kerja sama pengiriman 
buruh migran apabila; negara tujuan 
memiliki peraturan nasional yang 
mengatur perlindungan terhadap 
buruh migran asing; dan Indonesia 
memiliki perjanjian bilateral dengan 
negara tujuan yang mengedepankan 
perlindungan buruh migran 
Indonesia. 

Penguatan pelindungan bagi 
buruh migran Indonesia juga akan 
dilakukan di  tingkat regional, 
termasuk mendorong terbentuknya 
instrumen hukum ASEAN tentang 
perlindungan buruh migran yang 
bersifat nondiskriminatif. Hal itu  
sejalan dengan visi ASEAN untuk 
membentuk Masyarakat ASEAN 
yang saling peduli.  Diplomasi dan 
politik luar negeri Indonesia harus 
dapat memberikan perlindungan 
dan rasa aman bagi warga negara 

dan badan hukum Indonesia di luar 
negeri.

Meningkatkan diplomasi ekonomi
Kerja sama regional dan 

internasional di bidang infrastruktur 
maritim, energi, perikanan, dan 
pelestarian lingkungan bahari 
akan ditingkatkan. Pada tingkat 
bilateral, kerja sama maritim juga 
akan dikembangkan dalam kerangka 
kemitraan strategis dan komprehensif 
dengan negara sahabat.”Pada 
tingkat bilateral, kerja sama 
maritim juga akan dikembangkan 
dalam kerangka kemitraan strategis 
dan komprehensif dengan negara 
sahabat,” ujar Menlu.

Diplomasi ekonomi Indonesia 
akan difokuskan pada upaya 
untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan konektivitas. 
Pembangunan pelabuhan laut dalam 
(deep sea ports)dan pengembangan 
pembangkit listrik (power plants)
merupakan beberapa bidang yang 
dapat dikerjasamakan dengan pihak 
asing. Di bidang perdagangan, upaya 
untuk meningkatkan ekspor ke pasar 
non tradisional dan pasar yang belum 
digarap (untapped market)akan 
terus dilakukan. Indonesia tidak 
akan dapat menerima perlakuan 
diskriminasi terhadap komoditas 
Indonesia yang diperlakukan secara 
tidak adil dengan tuduhan tidak 
mendasar, seperti yang terjadi atas 
CPO (crude palm oil) Indonesia. 
Upaya untuk menarik modal 
asing ke Indonesia juga akan terus 
dilakukan. Komitmen pemerintah 
untuk menyederhanakan perizinan 
dan membuat pelayanan satu pintu 
(one stop service) diyakini akan 
meningkatkan minat investor asing 
ke Indonesia. Saat ini Pemerintah 
sedang menyelesaikan draf Bilateral 
Investment Treaty yang akan menjadi 
rezim perjanjian baru investasi 
Indonesia dengan negara lain. 

Indonesia dan dunia
“Beberapa pihak sempat 

menyampaikan kekhawatiran bahwa 
Indonesia akan menarik diri dari 
dunia internasional. Dapat saya 
tegaskan bahwa Indonesia tidak 
akan menurunkan engagement-nya 
dengan dunia internasional,” ungkap 

Retno di sela-sela Pernyataan Pers 
Tahunan Menteri Luar Negeri. 

Menlu menambahkan, sebagai 
negara middle power dengan 
penduduk kurang lebih 250 juta 
orang, demokrasi terbesar ketiga di 
dunia, penduduk muslim terbesar di 
dunia, negara terbesar di ASEAN, 
anggota G-20, maka Indonesia akan 
terus memainkan perannya baik 
di kawasan maupun di dunia, dan 
ASEAN tetap merupakan prioritas 
politik luar negeri Indonesia. 
“Indonesia juga menginginkan satu 
tatanan dunia yang demokratis, 
semakin sempitnya gap kemakmuran 
antar negara, pergaulan dunia yang 
saling menghormati dan dunia yang 
aman dan stabil,” lanjut Retno.

Ditegaskan bahwa Indonesia tetap 
akan memberikan kontribusi dan 
mengambil peran penting dalam 
menjaga perdamaian dan keamanan 
dunia. Hal itu disebabkan oleh 
keamanan di kawasan Asia Tenggara 
dan sekitarnya merupakan hal mutlak 
yang harus ada. Melalui ASEAN, 
Indonesia akan terus berperan aktif 
mendorong implementasi Declaration 
on the Conduct of Parties in the 
South China Sea (DoC) secara penuh 
dan efektif, serta diselesaikannya 
Code of Conduct in The South China 
Sea (CoC). Untuk menjaga stabilitas 
kawasan, Indonesia mengajak semua 
negara agar menahan diri untuk 
tidak menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan.Indonesia 
mengedepankan cara damai dan 
menghormati prinsip hukum 
internasional, termasuk UNCLOS 
1982 dalam penyelesaian sengketa.

Menlu Retno menekankan bahwa 
Indonesia akan terus berperan aktif 
dalam pencapaian Masyarakat 
ASEAN dan menyiapkan visi 
Masyarakat ASEAN pasca 2015. 
Beberapa prioritas yang perlu 
segera dituntaskan dalam konteks 
ASEAN, antara lain Protokol 
SEANWFZ dan penguatan ASEAN 
Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR). 

Peringatan ke-60 tahun 
Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang 
akan dilaksanakan di Indonesia 
merupakan suatu momentum untuk 
membangkitkan kembali semangat 
kerja sama selatan-selatan dan 
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kontribusinya terhadap dunia. 
Konferensi Asia Afrika merupakan 
simbol dari pembebasan terhadap 
penjajahan dan merupakan simbol 
kebangkitan negara Asia Afrika. 
Makna dari konferensi tersebut 
masih sangat relevan dengan 
dunia masa kini. Indonesia sangat 
mengharapkan dukungan dan kerja 
sama negara- Asia Afrika demi 
suksesnya penyelenggaraan KTT 
dan peringatan keenam puluh  tahun 
Konferensi Asia Afrika pada April 
2015 di Jakarta dan Bandung.

Dalam kaitan itu, ada salah satu 
isu yang terus menerus mendapatkan 
dukungan dunia, yaitu masalah 
Palestina. Indonesia akan terus 
mendukung perjuangan Palestina 
membentuk negara merdeka dan 
berdaulat dan mendesak negara lain 
mengakui kemerdekaan Palestina. 
“Untuk lebih mendekatkan diri 

dengan Palestina, selain Kedutaan 
Besar Republik Indonesia untuk 
Palestina berkedudukan di Amman, 
Yordania, Indonesia dalam waktu 
dekat akan mendirikan Konsulat 
Kehormatan Indonesia di Ramallah. 
Bantuan Indonesia kepada Palestina 
di bidang pembangunan kapasitas 
akan terus ditingkatkan,” jelas 
Menlu 

Pada akhir 2015, Indonesia akan 
memulai keketuaan dalam IORA 
(Indian Ocean Rim Association). 
Selama keketuaan, Indonesia akan 
memfokuskan dan mendorong 
kerja sama yang sejalan dengan 
kepentingan Indonesia sebagai 
negara maritim. Pasifik Selatan juga 
merupakan wilayah strategis bagi 
Indonesia. Selain kerja sama yang 
telah berjalan selama ini, Indonesia 
akan mengembangkan kerja 
sama baru, seperti demokratisasi, 

perikanan, pemuda dan olahraga, 
serta budaya.

Dalam hal misi perdamaian 
dunia, Indonesia dikenal sebagai 
salah satu penyumbang terbesar 
misi perdamaian dan keamanan 
PBB. Sejauh ini, Indonesia 
merupakan salah satu dari enam 
belas penyumbang terbesar misi 
perdamaian yang melibatkan 1.843 
personel. Kontribusi Indonesia itu 
akan ditingkatkan menjadi 4.000 
personel sampai dengan tahun 2019 
atau dikenal dengan Vision 4000 
Peacekeepers.

Terkait dengan isu imigran 
gelap, Indonesia ingin menekankan 
kembali bahwa penanganan isu 
tersebut memerlukan kerja sama 
yang baik antara negara asal, negara 
transit, dan negara tujuan. Setiap 
negara memiliki kebijakan masing-
masing. Namun, demikian terdapat 
kewajiban yang harus dilakukan 
sebagai warga dunia. Indonesia 
juga siap untuk terus memberikan 
kontribusi terhadap upaya global 
dalam memerangi terorisme. 
Indonesia akan terus menggunakan 
aset bangsa, seperti demokrasi dan 
pluralisme, dalam diplomasi pada  
masa mendatang.

Suatu prestasi yang membanggakan 
bagi bangsa Indonesia ketika 
kembali dipilih sebagai negara 
anggota Dewan HAM PBB  periode 
2015-2017. Hal ini menegaskan 
kembali akan pengakuan masyarakat 
internasional terhadap komitmen dan 
kontribusi Indonesia bagi pemajuan 
dan pelindungan HAM. Indonesia 
juga akan terus memperjuangkan 
pencalonannya sebagai anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan PBB periode 
2019-2020.

Menlu Retno Marsudi 
menambahkan bahwa untuk 
mengoptimalkan hasil politik luar 
negeri, komunikasi dengan semua 
pemangku kepentingan menjadi 
suatu keharusan. Melalui foreign 
policy breakfast dan melalui forum 
lainnya, diplomat Indonesia akan 
dengan senang hati menerima kritik 
dan masukan untuk menjadikan 
diplomasi Indonesia lebih baik dan 
bermanfaat bagi rakyat pada  masa 
mendatang. l

Ditjen Kerja saMa asean
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pojok sosialisasi

kabupaten Tasikmalaya 
begitu optimistis 
menghadapi pelaksanaan 
Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 2015. 

Hal itu dikemukakan oleh Asisten 
Daerah I Kabupaten Tasikmalaya 
dalam acara sosialisasi Masyarakat 
ASEAN 2015 yang diselenggarakan 
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kerja Sama ASEAN Kementerian 
Luar Negeri RI, di Tasikmalaya, 4-5 
Maret 2015.,  

Menurutnya, dalam menyambut 
MEA Tasikmalaya telah 
mempersiapkan  diri  melalui 
beberapa strategi utama. Strategi 
itu adalah dengan mengoptimalkan 
industri lokal yang ada untuk 
meningkatkan daya saing, 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, serta dengan menciptakan 
iklim usaha yang kondusif. 

Pada kesempatan itu, ia juga 
menyampaikan apresiasinya kepada 
pemerintah pusat dalam hal ini 
Setditjen Kerja Sama ASEAN, 
atas terlaksananya kegiatan 
sosialisasi terhadap jajaran 
Satuan Kerja Perangkat Dinas 
(SKPD) di daerahnya. ”Kegiatan 
sosialisasi dapat menjadi bekal 
untuk menyampaikan pemahaman 
mengenai MEA secara komprehensif 
kepada masyarakat Tasikmalaya,” 
ujar Asisten Daerah I Kabupaten 
Tasikmalaya.

Dalam acara itu hadir pula sebagai 
narasumber Sekretaris Ditjen Kerja 
Sama ASEAN, Kementerian Luar 
Negeri RI, Iwan Suyudhie Amri. 
Dalam paparannya, ia menjelaskan 
mengenai peraturan Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) di 
delapan bidang profesi. Menurutnya, 
saat ini baru terdapat kemajuan pada 
dua profesi yaitu insinyur dan arsitek, 
sementara enam profesi lainnya 
masih dalam proses pembahasan 
terkait implementasi. 

Dalam sesi diskusi, umumnya 
para peserta menyampaikan 
kekhawatiran dalam menghadapi 
pemberlakuan MEA akhir 2015 
nanti. Mereka menyoroti upaya 
pemerintah, terutama terkait 
regulasi dan mekanisme pelayanan 
publik yang nantinya akan 
mendukung pelaku usaha dalam 
menghadapi Masyarakat ASEAN. 
Menanggapi itu, Sesditjen Kerja 
Sama ASEAN menyampaikan bahwa 
sinergi antara pemerintah pusat dan 
daerah dalam implementasi regulasi 
merupakan salah satu pendukung 
utama kesiapan masyarakat dalam 
menghadapi MEA. Pemahaman yang 
baik dan tidak parsial juga akan 
menjadi kunci untuk kesuksesan 
menembus pasar ASEAN.

Selain di forum seminar, antusiasme 
menghadapi MEA juga diperlihatkan 
civitas academica Universitas 
Siliwangi dan para pelajar di 
Kabupaten Tasikmalaya saat acara 
dialog interaktif di Radio Galuh 
dan Radar TV. Dalam kesempatan 
itu, narasumber menyampaikan  
program-program terkait MEA 
yang menarik khususnya bagi 
pelajar, seperti kesempatan  untuk 
melanjutkan studi di universitas di 
negara Asia Tenggara, peluang kerja 
di negara anggota ASEAN, serta 
kesempatan bagi tenaga pengajar 
untuk mengikuti program capacity 

building dalam skema kerja sama 
ASEAN.

Kegiatan Sosialisasi selanjutnya 
dilaksanakan di kampus Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 
Jatinangor yang dihadiri oleh 700 
Madya Praja (mahasiswa tingkat 
II) dan sejumlah pejabat struktural 
serta fungsional IPDN. Pada 
sosialisasi di tempat ini, Sesditjen 
Kerja Sama ASEAN mengharapkan, 
praja IPDN sebagai ujung tombak 
pelayanan publik di masa depan 
memiliki kapasitas yang tinggi dalam 
menciptakan langkah konkret dan 
konstruktif bagi masyarakat, dalam 
menghadapi MEA.

Sementara itu, Praja IPDN 
menyoroti upaya pemerintah 
memaksimalkan manfaat Masyarakat 
ASEAN bagi seluruh elemen 
masyarakat. Selain itu, disoroti 
juga tentang peran pemerintah 
dalam meminimalkan kesenjangan 
pembangunan antar daerah terkait 
kesiapan menghadapi MEA. Mereka 
pun menyadari, pemberlakuan 
MEA membawa tantangan, dan 
juga memberikan berbagai macam 
peluang yang dapat dimaksimalkan. 
Seperti, pasar yang lebih luas, 
kelancaran arus barang, dan 
kesempatan kerja di luar Indonesia.

Ditjen Kerja saMa asean

ipdn.ac.id

IPDN, Jatinangor, lokasi sosialisasi MEA Maret lalu.

Siap optimalkan industri lokal, 
tingkatkan kualitas SDM, 

ciptakan iklim usaha yang 
kondusif .

taSIkMalaya dan IPdn oPtIMIS hadaPI Mea



A ntusiasme menyambut 
Masyarakat ASEAN ter-
nyata meluas hingga ke 
Kabupaten Merauke, Pa-
pua. Hal ini terungkap 

dalam kegiatan sosialisasi dengan 
tema “Pembentukan Masyarakat 
ASEAN 2015: Tantangan dan Pe-
luang Bagi Merauke”. Kegiatan ter-
sebut dilaksanakan dalam bentuk se-
minar kepada para pejabat Pemkab 
Merauke, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan kalangan profesi. Begitu 
pula dalam acara sosialisasi yang di-
gelar dalam bentuk ASEAN Goes to 
School (AGTS) kepada perwakilan 
10 SMA/SMK di Merauke, dan ku-
liah umum yang dikhususkan kepada 
perwakilan mahasiswa dari bebera-
pa universitas dan perguruan tinggi 
di Merauke. 

Kegiatan yang digelar pada 3-5 
Maret 2015 ini diprakarsai oleh 
Direktorat Kerja Sama Fungsional 
ASEAN dan diikuti oleh sekitar 
500 peserta secara keseluruhan. 
Tujuannya, untuk mempersiapkan 
masyarakat Indonesia khususnya 

di perbatasan wilayah timur 
dalam menghadapi pemberlakuan 
Masyarakat ASEAN. 

Khusus acara seminar, dihadiri 
sekitar 120 orang, termasuk para 
pejabat terkait di lingkungan Pemkab 
Merauke, SKPD dan tokoh-tokoh 
masyarakat. Acara ini dibuka oleh 
Bupati Merauke, yang diwakili oleh 
Drs. Daniel Pauta selaku Sekretaris 
Daerah Kabupaten Merauke. Dalam 
sambutannya, Bupati Merauke 
menyampaikan penghargaan atas 
upaya memberikan pemahaman 
tentang Masyarakat ASEAN kepada 
masyarakat Merauke yang kaya akan 
sumber daya alam dan memiliki letak 
strategis di perbatasan. 

Kegiatan ini merupakan 
kegiatan sosialisasi Masyarakat 
ASEAN pertama yang dilakukan 
oleh Kementerian Luar Negeri 
di Merauke. Kabupaten Merauke 
berharap kerja sama tersebut dapat 
berlanjut dan lebih ditingkatkan 
dalam mempromosikan keunggulan-
keunggulan Merauke dalam bidang 
sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan letak strategisnya di 
perbatasan. Terdapat kendala dan 
tantangan dalam implementasinya, 
namun dengan semangat yang 

dimiliki masyarakatnya, Merauke 
optimis menyongsong Masyarakat 
ASEAN yang akan dimulai pada 
tanggal 31 Desember 2015.

Kegiatan ASEAN Goes to School 
dilakukan pada tanggal 4 Maret 
2015 dengan diikuti 150 peserta yang 
terdiri dari 15 siswa/siswi perwakilan 
dari 10 SMA/SMK di Merauke.  Raden 
Sanjaya dan Arif Setyanto, pejabat 
dari Kementerian Luar Negeri yang 
bertindak sebagai narasumber dalam 
menyampaikan AGTS menjelaskan 
tentang perkembangan Masyarakat 
ASEAN, kesiapan Indonesia serta 
harapan pemerintah terhadap 
generasi muda dalam menghadapi 
Masyarakat ASEAN 2015. Kegiatan 
ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman sejak dini kepada 
generasi muda agar mereka dapat 
menyadari latar belakang, peluang, 
dan tantangan yang dihadapi dalam 
mengisi Masyarakat ASEAN 2015.

Sementara, kegiatan kuliah umum 
yang dilaksanakan pada tanggal 5 
Maret 2015 di Universitas Musamus 
Merauke, diikuti 200 mahasiswa 
dari beberapa universitas dan 
perguruan tinggi di Merauke. Pada 
kuliah umum ini yang bertindak 
sebagai narasumber adalah Basalius 
Redan dari Universitas Musamus 
Merauke dan Dicky Fabrian dari 
Kementerian Luar Negeri. Basilius 
Redan mengakui adanya pesimisme 
masyarakat Merauke dalam 
pembentukan Masyarakat ASEAN. 
Sebutan 3T (Terdepan, Terluar, dan 
Tertinggal) bagi Merauke  menjadi 
stigma negatif dan poin dominan 
dalam paparannya. Ia mengharapkan 
dukungan langsung Kemlu 
untuk memfasilitasi kepentingan 
Merauke serta untuk membantu 
mempromosikan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia Merauke. 
Sebagai wilayah yang terletak di 
paling timur Indonesia, Merauke 
berharap dapat menjadi gerbang 
ASEAN dan Indonesia ke negara-
negara Pasifik Selatan.  

Ditjen Kerja Sama aSean
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Kabupaten Merauke, juga antusias hadapi MEA.

Untuk pertama kali, Kemlu 
RI menggelar sosialisasi 

Masyarakat ASEAN ke Merauke.
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Kepulauan tropis terindah 
versi CNN Travel 2012 ini siap 
memanfaatkan peluang yang muncul 
dari pemberlakuan Masyarakat 
ASEAN.

Kabupaten Anambas, Riau 
memiliki potensi daerah yang cukup 
besar, seperti minyak dan gas, serta 
jasa perkapalan. Namun, kabupaten 
kepulauan yang berbatasan langsung 
dengan lima negara anggota ASEAN 
ini menyadari bahwa pertumbuhan 
daerahnya tidak dapat bergantung 
pada sektor minyak dan gas, mengingat 
persediannya yang terbatas. “Karena 
itu, kami bertekad untuk menggenjot 
sektor pariwisata dan perikanan 
sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi Anambas,” ujar Bupati 
Anambas, T. Mukhtaruddin.

Dua sektor itu menurutnya punya 
potensi besar mengingat 92,8 persen  
wilayah Anambas adalah perairan. 
Hal itu disampaikan oleh Bupati 
Anambas dalam acara sosialisasi 
“Menuju Masyarakat ASEAN 2015” 
yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Luar Negeri di Tarempa, Anambas 
25 Februari 2015 lalu. Bupati juga 
mengemukakan bahwa daerahnya 
menyambut baik dan siap menghadapi 
pelaksanaan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) karena telah memiliki 
sumber daya manusia yang baik. Itu, 
tercermin dari Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Anambas yang 
mencapai 70,48. 

Tekad Bupati Anambas itu disambut 
baik oleh salah satu narasumber 
seminar, yaitu Sekretaris Ditjen Kerja 
Sama ASEAN, Kemlu RI, Suyudhie 
Amri. Menurutnya, era Masyarakat 
ASEAN sangat memungkinkan 
terjadinya peningkatan aliran 
wisatawan asing ke Indonesia. 
Anambas, yang pernah terpilih 
sebagai kepulauan tropis terindah 

di Asia versi CNN Travel 2012 tentu 
perlu merespon peluang MEA ini 
dengan baik. Antara lain, dengan 
mengembangkan obyek wisata bahari, 
dan penciptaan program wisata yang 
menarik wisatawan.

Acara sosialisasi juga dihadiri oleh 
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, 
Kemenpar Noviendi Makalam, Ketua 
DPRD Anambas, jajaran SKPD, 
Forum Komunikasi Pemerintah 
Daerah, perwakilan LSM, pelaku 
usaha, dan insan media. Mereka 
terlihat antusias untuk mengetahui 
lebih jauh tentang langkah dan 
strategi yang diperlukan untuk 
menyongsong Masyarakat ASEAN. 

Sementara itu, Kepala Biro Kerja 
Sama Luar Negeri Kemenpar, Noviendi 
menyoroti kesiapan sektor pariwisata 
Indonesia menghadapi Masyarakat 
ASEAN. Menurutnya berdasarkan 
Indeks Persaingan Kepariwisataan 
Dunia, Indonesia hanya menempati 
urutan ke-70. Menurutnya, ada 
tiga aspek kelemahan daya saing 
pariwisata Indonesia yang perlu 
dikembangkan. Yaitu, infrastruktur 
pariwisata, Informasi, Komunikasi, 
dan Teknologi (IKT), dan kesehatan 
serta kebersihan. 

Untuk menyambut Masyarakat 
ASEAN, Noviendi menyinggung 
kesiapan sektor pariwisata dengan 
pengembangan standarisasi profesi 
pekerja di sektor pariwisata yang 

dilakukan melalui sertifikasi 
kompetensi. Aspek lain yang perlu 
diperkuat adalah melakukan 
standarisasi usaha pariwisata, yaitu 
usaha hotel, usaha pariwisata, dan 
usaha hotel syariah. Saat ini terdapat 
29 usaha yang tengah dalam proses 
penyusunan standar, seperti rumah 
makan, taman rekreasi, dan angkutan 
wisata.

Secara khusus, Noviendi 
menyatakan perlunya Kabupaten 
Anambas untuk meningkatkan 
kualitas dan kapasitas SDM. Hal 
tersebut dapat dilakukan melalui 
pembentukan MoU antara Pemkab 
Kep. Anambas dengan sekolah tinggi 
pariwisata milik Kemenpar, agar 
putra putri daerah Anambas dapat 
menempuh pendidikan di bidang 
pariwisata dan perhotelan. Usai 
belajar, mereka nantinya diwajibkan 
kembali ke Anambas untuk 
memperkuat sektor pariwisata dan 
perhotelan di sana.

Selain melakukan sosialisasi 
Masyarakat ASEAN di Pemkab Kep. 
Anambas, Kemlu juga mengadakan 
sosialisasi kepada para pelajar 
SMP dan SMA. Rangkaian kegiatan 
sosialisasi diakhiri dengan acara 
Dialog Interaktif di televisi lokal 
Anambas, Raja Vision dan acara Temu 
Media dengan rekan pers di Kawasan 
Anambas.

Ditjen Kerja Sama aSean

HAdApi MeA, AnAMbAs genjot 
sektor WisAtA

Kepulauan tropis terindah 
versi CNN Travel 2012 ini siap 
memanfaatkan peluang dari 

pemberlakuan MEA.

Kabupaten Anambas, kaya potensi wisata bahari.

pojok sosialisasi



kepulauan Anambas boleh 
saja kurang begitu dikenal 
di dalam negeri. Namun di 
kalangan wisatawan man-
canegara, kepulauan itu be-

gitu populer. Buktinya, lebih banyak 
wisatawan asing yang berkunjung ke 
sana dibandingkan wisatawan lokal. 
Tak hanya itu, para turis asing ini 
datang ke Kepulauan Anambas de-
ngan menggunakan yacht atau kapal 
layar mewah berukuran kecil. 

Ini tak mengherankan. Wilayah 
ini memang merupakan surga bagi 
wisatawan. Betapa tidak. Anambas 
punya begitu banyak titik diving dan 
snorkeling. Mulai dari gugusan Pulau 
Bawah, Kiabu, Temiang, Mujan, 

Semut, Mandau Riau, Penjalin, 
Pahat, Durai, Tokong Nanas, Telaga, 
Impol Besar, Kembung, hingga 
Pulau Mangkai, semua siap membius 
wisatawan dengan keanekaragaman 
terumbu karang dan biota laut yang 
memukau.

Pulau Bawah, merupakan pulau 
utama di Kepulauan Anambas yang 
tidak berpenghuni. Pulau ini amat 
memukau dengan laguna alami yang 
dikelilingi hamparan air biru jernih 
serta karang yang indah. Lebih jauh 
ke pedalaman, terdapat air terjun 
raksasa dan tempat rekreasi terpencil 
yang luar biasa indahnya. Selain 
itu, ada juga bangkai kapal ”Tujuh 
Langit” dan ”Igara” yang karam di 

perairan ini. Keduanya pun menjadi 
magnet kuat bagi para penyelam, 
sekaligus istana bagi berbagai biota 
laut.

Menurut Peter Michael Timmer, 
WN Amerika pemilik PT. Tembesu 
Development, Laguna Pulau Bawah 
adalah salah satu yang terbaik 
di dunia, bahkan menurutnya 
sekelas Bora-Bora di Tahiti. Peter 
tak asal bicara. Sebab, ia sudah 
berpengalaman mengunjungi banyak 
Laguna di Dunia, dan bahkan ia 
juga mengelola beberapa laguna di 
Thailand dan Filipina.

Air laut di kawasan ini sangat 
jernih. Wisatawan dari atas 
permukaan air pun bisa melihat jelas 
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Kepulauan Anambas, dengan laguna yang memukau.

diving di kepulAuAn tropis 
terindAH se-AsiA
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sampai ke dasar laguna, termasuk 
ikan-ikan karang. Sementara dasar 
laguna, berupa pasir putih dengan 
sebaran terumbu karang di sejumlah 
titik. Sementara pantainya bahkan 
ada yang memiliki barisan vegetasi 
pohon kelapa sepanjang hingga 8 
kilometer. 

Selain menikmati jernihnya 
perairan Anambas, wisatawan juga 
dapat menikmati ribuan spesies ikan 
dan biota laut lainnya, termasuk yang 
berjenis langka seperti Napoleon 
dan Hiu Totol. Tak jarang jika anda 
menyelam bersamanya, ikan-ikan 
tersebut perlahan menghampiri, 
seolah ingin mengajak berkenalan. 
Selain itu, sejumlah pulau di sini 
seperti di Pulau Keramut dan Pulau 
Mangkai merupakan habitat bagi 
penyu. 

Demikian luar biasa 
mengagumkannya, kepulaun 
Anambas telah terpilih menjadi 
pulau tropis terindah di Asia menurut 
versi CNN.com. Keindahannya 
mengalahkan lokasi wisata Koh 
Chang (Thailand), Langkawi 

(Malaysia), Halong Bay (Vietnam), 
dan Similan (Thailand). Pemilihan 
pulau tropis terbaik di Asia tersebut 
didasarkan keindahan hamparan 
laut biru yang luas, lokasi menyelam 
terpencil, biota laut yang beraneka 
ragam, dan kealamian pulaunya. 

Tertarik datang ke Anambas? 
Perjalanan menuju ke ujung 
utara Nusantara ini merupakan 
kenikmatan tersendiri. Wisatawan 
harus menggunakan seluruh moda 
transportasi, mulai dari  udara, darat 
dan laut. Jika Anda bertolak dari 
Batam, Pelabuhan Punggur menjadi 
pintu keberangkatan alternatif 
pertama melalui jalur laut dengan 
menggunakan kapal penumpang 
jenis ferry dengan biaya sekitar Rp 70 
ribu, menuju Pelabuhan Sri Bintan 
Pura Tanjungpinang.

Selanjutnya angkutan umum akan 
mampu mengantarkan Anda ke 
tujuan berikutnya, yakni Pelabuhan 
Sri Bayintan Pura, Kijang dengan 
biaya yang bervariatif, mulai dari Rp 
50 ribu hingga Rp 100 ribu.

Lalu, perjalanan menuju Anambas 

dapat dilanjutkan dengan berbagai 
kapal pilihan milik Pelni dengan 
menyesuaikan jadwal keberangkatan 
seperti KM Bukit Raya, Binaiya dan 
Lawit. Perjalanan laut ini memakan 
waktu delapan belas jam menuju 
Pelabuhan Letung dan Pelabuhan 
Tarempa. Ongkosnya Rp 300 ribu.

Alternatif kedua, Anda 
dapat melalui Bandar Udara 
Tanjungpinang Raja Haji Fisabilillah 
Tanjungpinang. Pesawat perintis 
akan mengantarkan wisatawan 
ke Bandara Matak, Kecamatan 
Palmatak. Selanjutnya wisatawan 
akan diantar menuju Pelabuhan 
Matak dengan menggunakan 
speedboat menuju Tarempa dengan 
biaya sekitar Rp 70 ribu. Perjalanan 
yang melelahkan memang, namun 
semua itu tak kan percuma, karena 
begitu sampai Anda akan langsung 
disambut panorama yang begitu 
indah dan Anda pun bakal menikmati 
wisata bahari eksotis yang tak 
terlupakan. Ayo ke Anambas!

Ditjen KSa
Diolah Dari berbagai Sumber
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Kepulauan Anambas, surga pecinta diving dan snorkeling.
wisataanambas.com



sungai Mekong. Inilah salah 
satu dari 12 sungai terbesar 
di dunia, yang melintasi 
6 negara di Asia. Sungai 
ini mengalir dari Gunung 

Guzongmucha, Qinghai, Tiongkok, 
panjangnya mencapai 4.350 km dan 
alirannya melalui empat negara 
di Asia Tenggara yaitu Myanmar, 

Laos, Thailand serta Kamboja. Lalu, 
bermuara ke Laut Cina Selatan, 
tepatnya di Delta Mekong, yang ada 
di wilayah Vietnam.

Keindahan sungai ini jelas menjadi 
daya tarik wisata tersendiri. Apalagi, 
sungai besar yang memiliki julukan 
The Mighty Mekong ini digunakan 
untuk lalu lintas kapal dengan 

berbagai ukuran. Mulai dari perahu 
kecil pembawa penumpang, kapal 
pengangkut barang yang lebih besar, 
sampai kapal kargo yang keluar 
masuk laut lepas.

Istimewanya lagi, sungai Mekong 
adalah rumah dari berbagai jenis ikan 
raksasa air tawar.  Yang paling terkenal, 
adalah Mekong Giant Cat Fish. Ikan lele 
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Sungai Mekong  yang mengalir melalui 4 negara ASEAN.

 tHe MigHty Mekong
Panjangnya 4.350 km, sungai ini merupakan habitat dari ikan lele raksasa (giant cat fish) terbe-
sar di dunia.



raksasa itu bahkan telah menarik 
perhatian WWF (World  Wildlife Fund) 
dan National Geographic Society yang 
kini sedang bersama-sama menyusun 
rencana perlindungan terhadap jenis 
ikan tersebut.

Diperkirakan ada sekitar 1.200 
spesies ikan dan udang yang hidup 
dan dibudidayakan di sungai ini. 
Salah satu spesies ikan tersebut 
adalah treyriel, sejenis ikan lokal 
yang begitu populer  sehingga 
digunakan untuk nama mata uang 
Kamboja, yaitu riel. Sungai Mekong 
juga dihuni oleh satu spesies ikan lele 
yang memiliki panjang 2,75 meter, 
yang kini telah terancam punah. 

Daya tarik sungai Mekong lainnya 
adalah terjadinya fenomena misterius 
di Sungai Mekong, tepatnya di 
Provinsi NongKhai. Para penduduk 
lokal menyebut fenomena yang 
terjadi setiap tahun ini sebagai bung 
faipayanak atau bola bola api naga.

Selain menyimpan potensi wisata, 

sungai ini pun sangat penting bagi 
perekonomian Asia Tenggara. 
Lihat saja. Dua ibu kota negara 
ASEAN, yakni Vientiane (Laos) dan 
Phnom Penh (Kamboja) adalah kota 
pelabuhan di tepi sungai tersebut. 
Sungai yang di Thailand dikenal 
dengan julukan Mae Nam Khong ini 
Mekong bahkan mampu menunjang 
kehidupan sekitar 100 juta orang 

dari ratusan suku dan kelompok 
etnik di enam negara Asia yang 
dilintasinya. Sungai ini mampu 
menghasilkan hingga 1,3 juta ton 
ikan atau setara dengan empat kali 
lipat tangkapan ikan di Laut Utara. 
Tak mengherankan, jika sungai 
ini dijuluki sebagai The Mighty 
Mekong.l

Ditjen Kerja Sama aSean
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ISTANA Nurul IMAN

istAnA terMegAH di duniA
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Istana Nurul Iman, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Ukurannya lebih luas dari Istana Buckinghan di Inggris. Dibangun dengan biaya sekitar Rp 15 
triliun, istana ini memiliki garasi yang memuat 110 mobil, ruangan untuk 200 kuda, 5 kolam 
renang dan masjid yang mampu menampung 1.500 jamaah.



p ernahkah anda bayangkan 
memiliki rumah dengan 
1.788 kamar tidur dan 257 
kamar mandi? Atau, sebuah  
tempat tinggal yang begi-

tu besar dan memiliki amat banyak 
ruangan, sehingga memerlukan 564 
tempat lilin, 51 ribu buah lampu, 44 
tangga dan 18 tangga jalan. 

Ternyata, bangunan sebesar 
itu benar-benar ada di Brunei 
Darussalam. Namanya, Istana 
Nurul Iman. Istana tempat tinggal 
Sultan Brunei ini berdiri megah 
di tepi Sungai Brunei, beberapa 
kilometer ke arah selatan Bandar 
Seri Begawan. 

Bagian luar istana yang bertabur 
emas ini didesain oleh seorang 
arsitektur asal Filipina bernama 
Leandro V Locsin. Ia membuat 
desain kubah dan aneka atap yang 
menggunakan gaya Malaysia dan 
Brunei. Sedangkan bagian dalamnya 
didesain oleh KCA International, 
sebuah perusahaan konstruksi yang 
juga mendesain Burj Al Arab.

Istana ini selesai pada tahun 1984 
dan menghabiskan uang sekitar 
USD 1,4 milyar (sekitar Rp 15 
triliun). Selain punya 1.788 ruangan, 
termasuk 257 kamar mandi, istana 
ini juga dilengkapi aula yang bisa 

menampung hingga 5.000 tamu, 
dan sebuah masjid besar yang bisa 
menampung 1.500 jamaah. Lalu, 
Istana yang total luasnya mencapai 
200 ribu meter persegi ini juga 
memiliki garasi yang mampu memuat 
110 mobil, ruangan untuk 200 kuda 
poni milik sang sultan, dan 5 kolam 
renang. Tak hanya itu. Di dalam 
garasinya terdapat 165 mobil Rolls 
Royces.

Karena menjadi tempat tinggal 
keluarga inti sultan, istana ini 
tertutup untuk umum. Tapi pada saat 
Idul Fitri, istana ini terbuka untuk 
umum. Selama 3 hari, istana terbuka 
bagi siapa saja yang ingin merayakan 
hari raya bersama-sama. Selama 
3 hari tersebut, biasanya istana 
kedatangan 110.000 pengunjung.

Selain Istana Nurul Iman Brunei 
juga memiliki istana-istana lain 
untuk kediaman istri dan putra-putri 
pangeran Sultan. Diantaranya Istana 
Nurul Izzah, Istana Azzahra, Istana 
Darul Hana (Istana Lama), Istana 
Edinburgh yang biasa digunakan 
untuk para tamu negara, dan lain-
lain. Namun yang terbesar, adalah 
Nurul Iman, istana dengan 1.788 
kamar tidur dan 257 kamar mandi.l

Ditjen Kerja Sama aSean
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A khir 2015 nanti, Indo-
nesia akan menyambut 
pasar bebas aktif ASEAN 
atau yang biasa disebut 
Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA).  Dengan berparti-
sipasinya Indonesia dalam MEA ini, 
nantinya barang-barang dari Ne-
gara ASEAN akan sangat mudah 
masuk ke pasar dalam negeri.

Pasar Modern adalah pasar 
tradisional yang berkonsep 
modern dimana barang-barang 
diperjualbelikan di suatu tempat 

yang bersih dan nyaman. Di dalam 
pasar bersih ini menyediakan 
berbagai jenis dagangan yang telah 
dikelompokkan seperti ikan, daging, 
buah-buahan, dan sayur-sayuran 
sehinga konsumen bisa mendapatkan 
kenyamanan dalam berbelanja. 
Konsep utama dari pasar modern 
adalah menyediakan segala bahan 
kebutuhan pokok konsumen dengan 
tempat yang bersih, tidak becek, dan 
tidak bau.

Salah satu pasar tradisional 
modern  yang telah siap menyambut 
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Pasar Modern BSD, di Serpong Tangerang Selatan 
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keamanan, kenyamanan 

dan kebersihan, dan 
memperhatikan Amdal daerah 

sekitarnya ini, tidak takut 
menghadapi MEA.

kotabsd.com



datangnya MEA adalah pasar 
tradisional modern Bumi Serpong 
Damai (BSD) Tangerang Selatan.

Pasar ini dibangun sejak bulan 
Juli   tahun 2004, dahulunya 
merupakan pasar tradisional yang di 
diperbaharui dengan konsep modern 
seperti mall tapi tidak meninggalkan 
ketradisionalnya yang mengambil 
bentuk hanggar pesawat terbang. 

Dalam perkembangannya konsep 

pasar tradisional modern yang 
dikembang oleh BSD Tangerang 
telah menjadi proyek percontohan 
bagi pengembangan  pasar modern 
sampai di berbagai wilayah di 
Indonesia.

Pasar ini menomorsatukan 
keamanan, kenyamanan dan 
kebersihan, tenaga kebersihan 
melalui out sourching dan juga 
memperhatikan Amdal sekitarnya. 

Pasar ini buka mulai jam 5.00 
–17.00 dalam rangka menjaga 
ketertiban dan kerapihan, pengelola 
pasar menerapkan tata tertib yang 
harus dipatuhi pedagang. Apabila 
melanggar, barang dagangan 
diambil atau dibawa ke kantor 
pengelola. “Jika dua kali melakukan 
pelanggaran, akan dapat sangsi 
pemutusan perjanjian sewa secara 
sepihak,” jelas Taufik.

Yang menjadi unggulan disini 
adalah para pedagang yang kooperatif 
dalam menjual barang dagangannya.  
Apalagi dengan adanya MEA mereka 
akan terus ingin bersaing secara sehat 
tentunya. “Kalau  ada pedagang dari 
luar yang ingin masuk, silahkan saja. 
Para  pedagang disini juga tidak 
kalah bersaing dan mereka juga ingin 
berkembang,“ jelas Taufik.

Jumlah pengunjung tidak sedikit 
tentunya,  tak mengherankan kalau 
lahan parkir yang tersedia cukup 
luas tak mampu menampung jumlah 
kendaraan pengunjung sehingga 
terpaksa parkir dijalan umum 
didepan pasar.” Untuk kedepan kami 
akan membuat double decker parkir 
system sehingga parkiran tidak akan 
keluar pasar” tutur Husein, selaku 
pengelola pasar Modern BSD.

Dalam wawancara tim Majalah 
ASEAN, Pihak Pengelola pasar 
tradisional BSD mengapresiasi 
wawancara ini dan mengatakan siap 
mengahadapi MEA 2015 dan tidak 
takut akan adanya persaingan dalam 
perdangangan nantinya.  Sebelum 
datangnya MEA pasar ini  pernah ada 
orang asing yang berjualan  seperti 
orang Phillipina, Thailand dan 
Australia. “Pasar bebas berarti siapa 
saja bebas masuk kesini, hanya kami 
sebagai pengelola sering terkedala 
dalam hal bahasa, apalagi dari luar 
negeri,” tutur Bakrie. 

Pengelola Pasar Modern BSD juga 
mengapreasi jika ada pedagang asing 
yang akan masuk kesana, tapi masih 
sedikit dari pedagang kita menguasai 
bahasa asing. “Oleh karena itu 
diperlukan kerja sama dengan pihak 
lain ataupun pemerintah untuk 
memberikan pelatihan, agar semakin 
fasih lagi dalam bahasa asing,” 
harapnya. l

                                Ditjen Kerja Sama aSean
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dok. ditjen kerja sama asean

                        Dari kiri ke kanan Husin, Taufik, M Bakri, Pengelola Pasar Modern BSD

Suasana di Pasar Modern BSD, Serpong yang bersih.

dok. ditjen kerja sama asean



Perhimpunan insinyur indonesia (Pii)
Perhimpunan Insinyur Indonesia 

(PII) merupakan organisasi nonprofit 
yang berwenang memberikan 
sertifikasi insinyur bagi lulusan 
sarjana teknik serta berfungsi 
mendorong daya saing dan 
profesionalitas insinyur Indonesia. 
Organisasi yang diketuai oleh Ir. 
Bobby Gafur Umar, MBA itu  berdiri 
pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung.

Berdasarkan Undang-undang No 
11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, 
seorang insinyur yang akan 
melakukan praktik di Indonesia 
harus memiliki surat tanda registrasi 
insinyur yang diperoleh dari PII 
setelah memenuhi kualifikasi. 

Untuk memenuhi kualifikasi 
tersebut, seorang insinyur harus 
memiliki Sertifikat Profesi Insinyur 
terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh 
perguruan tinggi atau instansi terkait, 
kemudian mengikuti ujian kompetensi 
untuk mendapatkan sertifikat 
kompetensi insinyur, dan mengajukan 
diri ke PII untuk mendapatkan 
surat tanda registrasi insinyur 
atau Surat Keahlian (SKA). Proses 
registrasi tersebut dapat dilakukan di 
Sekretariat PII, Jalan Bandung No. 1, 
Menteng Jakarta Pusat. 

lembaga Pengembangan jasa 
Konstruksi (lPjK) 

Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi (LPJK) merupakan 
organisasi penyelenggara peran 
masyarakat jasa konstruksi yang 
bertujuan mewujudkan struktur 
usaha yang kokoh, handal, dan 
berdaya saing tinggi, tertib 
menyelenggarakan pekerjaan 
konstruksi, serta meningkatkan 
efektivitas jasa konstruksi.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi, 
wewenang LPJK pada prinsipnya, 
antara lain; mendorong penelitian 
dan pengembangan jasa konstruksi; 
menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan jasa konstruksi; melakukan 
registrasi tenaga kerja konstruksi, 
meliputi klasifikasi, kualifikasi, 

sertifikasi keterampilan, dan 
keahlian kerja; melakukan registrasi 
badan usaha jasa konstruksi; dan 
mendorong dan meningkatkan peran 
arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di 
bidang jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan wewenang 
tersebut, LPJK terdiri atas beberapa 
perwakilan dari asosiasi perusahaan 
jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa 
konstruksi, instansi pemerintah 
terkait, dan perguruan tinggi yang 
berkaitan dengan bidang jasa 
konstruksi.

Struktur organisasi LPJK dibagi 
menjadi dua, yaitu LPJK nasional 
dan LPJK propinsi. Kedua organ 
tersebut memiliki wewenang yang 
sama untuk membentuk unit 
sertifikasi dan memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran yang menjadi 
pembeda antara keduanya adalah 
kapasitas pemberian sertifikasi 
dan lisensi bagi badan atau unit 
jasa konstruksi. LPJK nasional 
berwenang  memberikan sertifikasi 
bagi badan atau unit jasa konstruksi 
di level nasional, serta penyetaraan 
bagi badan atau unit jasa konstruksi 
asing yang akan praktik di Indonesia. 

LPJK provinsi juga berwenang untuk 
memberikan sertifikasi dengan 
persetujuan dari LPJK nasional. 

Dalam konteks Mutual Recognition 
Arrangement (MRA), LPJK berfungsi 
sebagai Professional Regulatory 
Authority (PRA). Badan itu 
berfungsi sebagai pemberi sertifikasi 
kepada insinyur Indonesia, yang 
nantinya diperlukan sebagai syarat 
untuk menjadi ASEAN Chartered 
Professional Engineer (ACPE). Bagi 
insinyur asing, khususnya dari negara 
anggota ASEAN, LPJK berfungsi  
memberikan sertifikasi sebagai 
Registered Foreign Professional 
Engineer (RFPE) yang mengizinkan 
insinyur asing bekerja di Indonesia.

aSean Chartered Professional engineer 
Coordinating Committee (aCPeCC) 

ASEAN Chartered Professional 
Engineer Coordinating Committee 
(ACPECC) ini merupakan badan 
yang berwenang untuk memberikan 
atau mencabut status ACPE terhadap 
insinyur dari negara anggota  
ASEAN. Struktur organisasi Komite 
Koordinasi terdiri atas ketua, wakil 
ketua, sekretaris, dan delegasi dari 
setiap negara. Anggota Komite 
itu merupakan wakil Komite 
Pengawasan atau Monitoring 
Committee (MC) dari setiap negara 
anggota.

Tujuan ACPECC adalah; 
memfasilitasi proses registrasi ACPE; 
mendorong proses penyetaraan 
lisensi ACPE; mengawasi standar 
ACPE dari setiap negara anggota; 
mendorong pemerintah untuk 
menjamin hak kerja dari ACPE; 
mengkaji implementasi best practice 
bagi profesionalitas insinyur.

Di Indonesia, Sekretariat 
ACPECC/MC menjadi wewenang 
Pusat Pembinaan Kompetensi dan 
Pelatihan Konstruksi yang berlokasi 
di Jalan Sapta Taruna Raya No.28, 
Kompleks PU Pasar Jumat, Jakarta. 
Di sekretariat itu, para insinyur dapat 
mengajukan diri sebagai ACPE sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Dit. Kerja Sama eKonomi aSean
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MengenAl bAdAn sertifikAsi dAn lisensi 
profesi insinyur

Sertifikasi insinyur perlu untuk peningkatan 
kualitas insinyur.
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untuk mendorong sinergi 
antara akademisi dengan 
pelaku bisnis sebagai 
upaya pemerintah dalam 
mempersiapkan masyarakat 

menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 2015, Direktorat 
Kerja Sama Ekonomi ASEAN (Dit. 
KSEA) Kementerian Luar Negeri,  
bekerjasama dengan Sekolah 
Bisnis dan Manajemen Institut 
Teknologi Bandung (SBM-ITB) 
menyelenggarakan seminar bertema 
“Membangun sinergi masa depan 
antara akademisi, pelaku bisnis, 
dan pemerintah menuju ASEAN 
Economic and Education Community 
2015”, tanggal 12 Februari 2015, di 
aula timur kampus Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Jawa Barat. 

Seminar secara resmi dibuka 
oleh Rektor Institut Teknologi 
Bandung, Kadarsah Suryadi, yang 
menyampaikan bahwa dalam 
menghadapi tantangan Masyarakat 
Ekonomi Asean, Indonesia perlu 
memperkuat knowledge untuk human 
capital. 

“Terdapat empat hal yang perlu 
dilakukan untuk memperkuat 
knowledge untuk human capital, 
yaitu mengumpulkan knowledge yang 
bisa dimanfaatkan untuk pemecahan 
masalah, menyimpan knowledge agar 
bisa diakses, melakukan pengelolan 
pengetahuan, dan melakukan 
diseminasi agar knowledge bisa 
diakses publik” kata Rektor ITB 
tersebut.

Sementara itu, dalam keynote 
speechnya, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN RB), Yuddy 
Crisnandi, menyampaikan bahwa di 
era masyarakat ekonomi ASEAN, 
struktur organisasi sebagai penggerak 
utama penyelenggaraan pemerintah 

harus tangguh, lincah, efektif, dan 
efisien. 

”Saat ini, daya saing Indonesia 
masih relatif rendah akibat masih 
adanya ketidakefisienan dan korupsi.  
Oleh karena itu, perbaikan daya 
saing Indonesia dapat dilakukan 
dengan melakukan revolusi mental 
para aparatur Sipil Negara dengan 
merubah pola pikir priyayi ke 
birokrasi yang melayani” kata 
Menteri PAN & RB.  

Sementara itu, Dirjen Kerja 
Sama ASEAN, I Gede Ngurah 
Swajaya dalam seminar yang sama 
menyampaikan bahwa Indonesia 
diprediksi akan masuk ke dalam 
sepuluh besar ekonomi dunia pada 
tahun 2030 dan untuk itu, Indonesia 
diharapkan mampu mewujudkan 
ASEAN menjadi kawasan yang 
RICH (Resilience, Inclusiveness, 
Competitivess, and Harmony) dalam 
pasar global. 

“Pelaku bisnis dan akademisi 
harus mampu berkolaborasi dalam 
membentuk business incubator 
bagi para calon sarjana sehingga 
para lulusan tersebut memiliki 
pengetahuan dan kompetensi yang 
diperlukan di dunia usaha. Selain itu, 
peran Pemerintah dalam menciptakan 
kondisi yang kondusif bagi dunia 
usaha juga menjadi penting guna 
mewujudkan kerjasama triple helix 
yang kuat antara pemerintah, pelaku 
usaha, dan kalangan ekademisi” kata 
Dubes Ngurah Swajaya dalam sesi 
diskusi seminar.

Selain penyelenggaraan seminar 
yang dihadiri oleh lebih dari 200 
peserta dari kalangan mahasiswa, 
media, dan pelaku bisnis, Dit. KSEA 
juga membuka booth ASEAN Corner 
yang menyajikan informasi mengenai 
Masyarakat ASEAN, khususnya 
mengenai kerja sama ekonomi 
ASEAN yang saat ini tengah menjadi 
perhatian masyarakat Indonesia. l

Dit. Kerja Sama eKonomi aSean

HAdApi MeA
keMlu dorong sinergi peMerintAH, 
pelAku bisnis dAn AkAdeMisi

Pelaku bisnis dan akademisi 
harus mampu berkolaborasi 
dalam membentuk inkubator 
bisnis bagi para calon sarjana.

Men PAN rB Yuddy Crisnandi saat memberikan paparan dalam seminar  yang digelar oleh 
Kemlu di kampus ITB Jawa Barat. 

dok. dit. kerja sama asean

pojok sosialisasi



tak kenal maka tak sayang. 
Menyongsong Masyarakat 
ASEAN Desember 2015, 
Kementerian Luar Negeri 
gencar mengenalkan Ma-

syarakat ASEAN kepada masyara-
kat Indonesia, termasuk masyarakat 
Yogyakarta. Menggandeng Pusat 
Studi ASEAN Universitas Gadjah 
Mada (PSA UGM) dan Pemerintah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakar-
ta (Pemprov DIY), Direktorat Jende-
ral Kerja Sama ASEAN Kementerian 
Luar Negeri RI (Ditjen KSA Kemlu 
RI) menyelenggarakan rangkaian ke-

giatan “Menuju Masyarakat ASEAN 
2015” di Yogyakarta pada tanggal 
17-18 Februari 2015. Bertemakan 
“Capaian dan Prospek Indonesia me-
nuju Masyarakat ASEAN 2015 serta 
Potensi Daerah Istimewa Yogyakar-
ta”, kegiatan itu diikuti pula oleh 
Duta Besar Republik Korea (ROK) 
untuk ASEAN di Jakarta, Duta Be-
sar Baek Seong-taek turut berparti-
sipasi. Rangkaian kegiatan tersebut 
terdiri dari seminar dan bakti sosial. 

pentingnya kegiatan pemasyarakatan
Seiring dengan semakin dekatnya 

Masyarakat ASEAN 2015, Kemlu 
RI menyadari bahwa kegiatan 
pemasyarakatan, khususnya di 
tingkat pemerintahan daerah, 
perlu ditingkatkan guna mengatasi 
berbagai hambatan informasi antara 
pemerintah dan masyarakat.

Pusat Studi ASEAN (PSA) memiliki 
peran penting dalam menjembatani 
penyebarluasan informasi mengenai 
perkembangan terkini Masyarakat 
ASEAN, serta memberikan 
masukan dan rekomendasi yang 
dapat dijadikan bahan penyusunan 
kebijakan pemerintah. Terdapat  tiga 
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KeMlU, GanDenG Psa UGM Dan RoK 
suArAkAn MeA

pojok sosialisasi
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Sosialisasi MEA di uGM bekerja sama dengan rOK. 
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belas PSA di seluruh nusantara yang 
aktif mengadakan kegiatan serta 
riset tentang Masyarakat ASEAN, 
termasuk PSA UGM yang didirikan 
pada tahun 2012.

Berdasarkan penelitian PSA UGM 
tahun 2014 mengenai Masyarakat 
ASEAN, rasa kepemilikan 
masyarakat Yogyakarta terhadap 
Masyarakat ASEAN masih perlu 
ditingkatkan. “Oleh karena itu, 
kegiatan pemasyarakatan harus 
terus dilakukan secara sinergis 
antara pemerintah pusat dan daerah, 
sehingga informasi dapat tersebar di 
seluruh lapisan masyarakat,“ ujar 
Peneliti PSA UGM, Desintha Dwi 
Asriani.

Pada sambutan pembukaan seminar 
yang dihadiri oleh lebih dari 120 peserta 
dari berbagai pemangku kepentingan, 
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat UGM, Prof. 
Dr. Suratman menegaskan komitmen 
UGM untuk mengawal terwujudnya 
Masyarakat ASEAN, terutama dalam 
persiapan dan pengembangan sumber 
daya manusia.

Sependapat dengan Prof. Dr. 
Suratman, Dirjen KSA Kemlu RI, I 
Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan 
bahwa Kemlu RI mendukung upaya 
UGM dalam mengembangkan sumber 
daya manusia (SDM) Indonesia 
guna menghadapi Masyarakat 
ASEAN. “Yogyakarta dan UGM 
dapat menjadi centre of excellence 
dalam membangun SDM Indonesia, 
tentunya dengan dukungan penuh 
dari para mitra wicara ASEAN seperti 
ROK,” ujarnya. Dirjen Wesaka Puja 
juga menekankan bahwa Indonesia 
telah dan akan terus berperan dalam 
menciptakan stabilitas di kawasan 
ASEAN, yang juga menjadi modal 
dasar bagi pengembangan ekonomi 
dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 
DIY, H. R. Gonang Djuliastono 
mengatakan bahwa pihaknya 
mendukung penguatan jejaring dalam 
upaya menarik partisipasi berbagai 
pemangku kepentingan dalam 
memanfaatkan Masyarakat ASEAN 
2015. “Promosi pendidikan, budaya 
dan pariwisata yang tidak lain adalah 
tiga pilar utama pembangunan DIY 
perlu dilakukan dengan gencar 

tanpa menutup kemungkinan adanya 
dukungan investasi luar negeri,” 
demikian ditambahkan Kepala Badan 
Kerja Sama dan Penanaman Modal 
Daerah (BKPMD) Pemprov DIY, 
Totok Prianamto. 

Memaksimalkan potensi kerja sama 
AseAn-rok untuk yogyakarta

Dirjen Wesaka Puja bersama Dubes 
Seong-taek dalam rangkaian kegiatan 
pemasyarakatan ini juga telah 
melakukan kunjungan kehormatan 
kepada Gubernur DIY, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. Dalam 
kesempatan tersebut, Dubes Seong-
taek menyampaikan tentang tindak 
lanjut hasil keputusan para pemimpin 
negara pada KTT Peringatan ke-25 
Kerja Sama Kemitraan ASEAN-
ROK tahun 2014 terkait pendirian 
ASEAN Culture House. Pemerintah 
Provinsi DIY diharapkan dapat 
menyumbangkan beberapa barang 
budaya untuk dipamerkan di kota 
Busan, ROK. Permintaan ini disambut 
baik oleh Gubernur DIY.

Gubernur DIY juga mengapresiasi 
berbagai bentuk kerja sama antara 
Pemerintah Provinsi DIY dengan 
pemerintah daerah ROK. Bentuk kerja 
sama tersebut antara lain terwujud 
melalui penyelenggaraan East-
Asia Inter-Regional Tourism Forum 
(EATOF) antara Pemprov DIY dengan 
Pemprov Gangwon, ROK sejak tahun 
2000. Bentuk kerja sama lainnya 
terlihat pada pembangunan desa 
mandiri di Kabupaten Gunung kidul 
melalui Saemaul Undong Aid, yang 
terjalin antara DIY dengan Pemprov 
Gyeongsang Utara, ROK.

Berbagai potensi dengan ciri khas 
Yogyakarta juga diperkenalkan 
kepada delegasi ROK. Rombongan 
mengunjungi pusat kerajinan gerabah 
di Kasongan, pusat industri jamu 
di Pakualaman, dan sentra batik 
di Pasar Beringharjo. Rangkaian 
kegiatan diakhiri dengan bakti sosial 
dan kunjungan ke tempat-tempat 
wisata di wilayah Yogyakarta dan 
sekitarnya. Bakti Sosial diadakan di 
Panti Asuhan Pring Wulung, Sleman, 
di bawah naungan Dinas Sosial 
Pemprov DIY, sedangkan kunjungan 
wisata dilakukan ke Candi Borobudur 
dan Prambanan. l

Dit. mitra WiCara Dan antar KaWaSan

Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemlu rI, 
I Gusti Agung Wesaka Puja.
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apa kata MeReka 

BrAHMANTO PrIAMBODO
AncAMAn bAgi 
kedAulAtAn 
indonesiA?

EllA 
HArus tepAti jAnji

AseAn merupakan organisasi kawasan yang 
bermanfaat bagi  Indonesia. Namun, menjelang 
Masyarakat ASEAN 2015, muncul kekhawatiran di 
benak Brahmanto Priambodo, seorang mahasiswa 
di Universitas Airlangga. Menurutnya, di luar 
permasalahan  ekonomi, keamanan, politik dan lain 
sebagainya, kedaulatan Indonesia sedikit terasa kabur 
dengan adanya Masyarakat ASEAN 2015. Ini karena 
adanya peleburan identitas besar-besaran atas nama 
Masyarakat ASEAN 2015 yang membuat sepuluh 
negara anggota ASEAN harus bersatu dalam satu 
payung bernama Masyarakat ASEAN 2015. 

Ia mengkhawatirkan konsep kedaulatan Indonesia 
akan tergerus dalam Masyarakat ASEAN 2015. Ini 
diperkeruh dengan belum siapnya Indonesia dalam 
memasuki era itu. 

”Kestabilan ekonomi, jaminan keamanan dan 
akulturasi budaya masih menjadi ancaman tersendiri 
bagi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 
2015,” ujar Brahmanto. 

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia ditantang 
untuk tetap mampu menjaga kedaulatan Indonesia 
seiring akan dimulainya Masyarakat ASEAN 2015. 
”Ketika masyarakat Indonesia tidak siap dalam 
menghadapi Masyarakat ASEAN 2015 maka bukan 
tidak mungkin kekhasan Indonesia akan benar-benar 
tenggelam dalam Masyarakat ASEAN 2015,” imbuh 
Brahmanto. lgAdis ini mengaku pernah mempelajari ASEAN 

ketika duduk di bangku sekolah dan juga pernah 
mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). Kekhawatiran dan keraguan tentang pelak-
sanaan MEA tentu ada, apalagi  akan ada banyak 
orang luar yang akan masuk ke Indonesia. “Kalau 
ada dampak positif yah ambil, tapi kalau ada dam-
pak negatif yah tidak,” ungkap Ella, karyawan di se-
buah toko roti di BSD Tangerang Selatan. 

“Tapi kan orang luar yang datang sering meru-
gikan saja, makanya pemerintah harus lebih tegas 
lagi,” tambahnya. 

Ketika ditanya tentang persaingan yang akan ber-
tambah, Ella memandangnya bukan sebagai masa-
lah. “Sudah ada banyak brand roti yang telah dike-
nal masyarakat. Kalau ada lagi dari luar Indonesia 
yang terus masuk ke pasar Indonesia yah tidak apa-
apa, Kita bisa saling belajar, rejeki kan ada pada ma-
sing-masing,” pungkas Ella sambil tersenyum. 

Namun, ia menambahkan, pemerintah harus ber-
peran aktif untuk membantu masyarakat mengha-
dapi MEA. ”Pemerintah harus menepati janji-janji 
yang sudah diberikan, seperti kenaikan UMR,  ja-
ngan menyepelekan para buruh, dan memberi per-
lindungan hukum bagi tenaga kerja yang ada di luar 
negeri,” tegas Ella. l



masyarakat aseanEdisi 7 / MarEt 2015 53

PuSPA KuMAlASArI
pintu bAru bAgi sAyA

EDI SYAHrIl
MeMberi keterAMpilAn

HENDrA BATuBArA
perlu 
peningkAtAn 
kuAlitAs

MAsyArAkAt Ekonomi 
ASEAN (MEA) adalah sebuah 
pintu baru yang menjadi 
penghubung antara barang 
domestik dengan konsumen 
yang merupakan masyarakat 
di negara-negara ASEAN 
lain. “Selain itu, MEA juga 
manjadi peluang besar 
bagi tercipta dan majunya 
perekonomian Indonesia, tak 
hanya usaha makro namun 
juga mikro,” ungkap Puspa 
Kumalasari, mahasiswi 
Universitas Sebelas Maret, Solo. 

Gadis ini juga berpendapat bahwa potensi Indonesia lebih besar 
dibanding dengan negara anggota ASEAN lainnya karena sumber 
daya alam yang lebih beragam. Terlebih,  Indonesia yang merupakan 
negara kepulauan, memiliki keunggulan dalam hal produksi sumber 
daya laut, walaupun belum terkelola secara maksimal. 

Untuk itu, tambah Puspa, dibutuhkan kerja sama dari berbagai 
pihak, bukan hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah 
daerah yang notabene lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi 
masyarakatnya. Kegiatan sosialisasi, tambah Puspa, sebaiknya 
disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat agar MEA dapat 
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipahami dengan 
baik.l

priA ini mengenal ASEAN 
sejak SMA, namun mengaku 
belum pernah mendengar 
tentang Masyarakat Eko-
nomi ASEAN (MEA) 2015. 
Meskipun demikian, jika 
memang MEA diberlaku-
kan, ia percaya hal itu akan  
bermanfaat bagi masyara-
kat Indonesia, “Jadi, kenapa 
tidak?” jawab Edi Syahril, 
karyawan di sebuah hotel di Jakarta, saat ditanya pendapatnya me-
ngenai pelaksanaan MEA 2015. 

Pemuda yang berasal dari Jawa Barat dan baru dua  tahun be-
kerja di perhotelan ini mengharapkan agar pemerintah terus mem-
berikan pemahaman dan keterampilan-keterampilan untuk ma-
syarakat. Ini  karena, masih banyak tenaga yang belum terampil 
khususnya di daerah. Hal itu merupakan salah satu tugas pemerin-
tah yang harus diperhatikan guna menyambut Masyarakat ASEAN 
2015. 

Selain itu Edi juga berharap bahwa masyarakat diberikan kemu-
dahan untuk bekerja di luar negeri, termasuk dirinya yang saat ini 
berkerja di sektor perhotelan. lMeA 2015 merupakan perwujudan Masyara-

kat ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 
produksi yang berdaya saing tinggi serta me-
miliki pembangunan ekonomi merata yang 
terintegrasi dengan perekonomian global. 

Selain itu, pasar tunggal ini juga menyang-
kut arus barang, jasa, investasi dan tenaga 
kerja yang bebas masuk sehingga  tentunya 
banyak barang dan jasa dari negara anggota 
ASEAN akan memenuhi pasar Indonesia. 

“Namun demikian, Indonesia tentu juga 
dapat meningkatkan nilai ekspornya, apalagi 
jika diiringi dengan peningkatan kemudahan-
pembuatan perizinan untuk ekspor barang,” 
ujar Hendra Batubara, food supplier yang 
berlokasi di kawasan Tebet Jakarta Selatan.

Jika Masyarakat ASEAN itu benar-benar 
terwujud, persaingan akan semakin ketat di-
masa mendatang. Sebaiknya Indonesia mem-
persiapkan diri semaksimal mungkin untuk 
memasuki pasar yang  penuh persaingan. “Pa-
ling tidak yang dilakukan adalah bagaimana 
membuktikan bahwa kualitas barang dan jasa 
yang dimiliki dapat bersaing dengan apa yang 
dimiliki negara anggota  ASEAN lainnya. 
“Terutama, memajukan dan mengembangkan 
sektor agrikultur karena populasi terus me-
ningkat,” tambah Hendra.

Selain itu, Hendra berharap pemerintah 
dapat memberikan pemahaman yang men-
dalam dan berimbang  tentang Masyarakat 
ASEAN 2015 yang akan berjalan ini.  Karena, 
sampai saat ini masih banyak masyarakat 
Indonesia yang belum paham mengenai Ma-
syarakat ASEAN  terutama kalangan usaha 
kecil. l
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MElINDA
beluM siAp 
HAdApi MeA 

ANWAr
sdM kurAng bersAing

gAdis yang bersekolah di SMA Negeri 28 Cisauk 
Kabupaten. Tangerang Selatan ini, mengungkapkan 
bahwa dirinya belum pernah mengikuti sosialisasi 
tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tapi, Me-
linda , nama gadis itu, sering mendengarnya me-
lalui berita-berita di televisi. ”MasyarakatEkonomi 
ASEAN merupakan salah satu peluang bagi bangsa 
kita. Saya sih setuju saja, karena dengan adanya 
MEA nanti maka kita akan lebih tahu tentang dunia 
luar,” kata Melinda. 

”Tapi, menurut Ella Indonesia masih belum siap 
100% untuk menghadapi MEA. ”Kalau dilihat sih 
yang siap itu 50% yah tentunya yang di Ibukota saja, 
sisanya 50% yang belum siap, yaitu kayak kita yang 
di kabupaten,” tambahnya lagi. Harapannya peme-
rintah lebih pro-aktif lagi untuk menghadapi MEA, 
membuka lapangan pekerjaan, dan juga memper-
luas sekolah gratis. Pendidikan merupakan hal yang 
utama untuk menunjang SDM yang berkualitas.l 

peMberlAkuAn MEA akan membuka lebih banyak 
kesempatan untuk bisa saling tukar ide ataupun kerja 
sama bisnis. Tetapi, Indonesia juga harus mengantisipasi 
adanya budaya luar yang akan masuk. Demikian 
pendapat Anwar, penjaga gerai bubble tea di kawasan 
BSD, Tangerang Selatan.

Menurut Anwar, di sisi lain, akan ada banyak 
lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh para tenaga 
kerja yang ada. Sayangnya, SDM yang ada di Indonesia 
masih kurang bersaing dengan SDM yang ada di luar 
negeri. “Pendidikannya masih kurang,” ungkap Anwar 
menanggapi tentang kesiapan SDM di Indonesia. 

Ia menambahkan, jika pendidikan di Indonesia lebih 
ditingkatkan lagi tentunya SDM akan lebih mudah 
bersaing. Jika SDM sudah mulai maju, maka itu berarti 
Indonesia sudah bisa bersaing. Anwar sendiri berharap 
bisa bekerja di luar negeri. “Tapi pemerintah harus 
lebih tegas lagi soal perlindungan bagi tenaga kerja 
yang ada di luar negeri,” pungkas Anwar. l

apa kata MeReka 

SurYO
kHAWAtir tentAng MeA 
suryo yang bekerja sebagai pen-
jaga toko pakaian “OBEX” di 
ITC BSD sudah pernah mende-
ngar tentang ASEAN di bangku 
sekolah. Bicara tentang MEA, 
Suryo belum terlalu memaha-
minya. Suryo mengaku dengan a-
danya MEA ini maka kesempatan 
untuk bekerja sama dengan luar 
negeri akan lebih luas. Tapi juga 

ada rasa takut dan khawatir de-
ngan adanya MEA, karena akan 
ada banyak tenaga kerja asing 
masuk ke Indonesia. ”Pemerintah 
harus memperhatikan SDM yang 
ada dengan memberikan pelatihan 
ketrampilan,” tuturnya. Harapan-
nya atas pemberlakuan MEA nanti 
semoga saling menguntungkan ne-
gara anggota ASEAN. l



EKO
indonesiA 
pAsti bisA 

HANS
tAk tAkut bersAing

eko, penjaga toko yang menjual beragam kebu-
tuhan dapur di Pasar Modern BSD Tangerang 
ini menanggapi positif tentang akan diberlaku-
kannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 
penghujung 2015 mendatang. 

Menurutnya, Indonesia pasti bisa mengha-
dapi MEA. Meskipun belum memahami de-
ngan jelas tentang MEA, Eko optimistis de-
ngan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. 
”Kita pasti bisa bersaing dengan negara lain, 
tidak perlu takut dan ragu,” tuturnya sembari 
tersenyum lebar.l 

peMberlAkuAn Meskipun belum pernah mendengar 
tentang MEA, tapi Hans yang berprofesi sebagai 
tukang potong dan penjual daging ayam mengatakan 
tidak takut bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN. 
Optimismenya itu disertai harapan kepada pemerintah 
untuk lebih memperhatikan kualitas SDM. ”Kalau 
ada orang lain yang mau datang ke sini, silahkan saja. 
Asalkan jangan main curang. Pemerintah kiranya 
memperhatikan soal vaksin untuk ayam, agar tidak 
banyak yang mati,” ucap Hans. l

rOIB
persAingAn lebiH besAr 
roib, pria asal Pandeglang ini sudah 
pernah mendengar tentang MEA lewat 
berita koran maupun televisi. Sudah 
pernah dengar tentang MEA. Bagus sih 
itu, yah ikut saja mana baiknya,” ucap 
Roib yang merupakan penjaga kios bu-
bur ayam gaul yang ada di Pasar Mo-
dern BSD. 

Menurutnya, pasar bebas ASEAN 
akan membuat persaingan menjadi 
lebih besar lagi. Saat ini memang 
persaingan dengan pedagang lokal 
sudah dimulai, dan persaingan itu 
adalah hal biasa. “Yang penting bisa 

menjaga kualitas,” ujar Roib. 
Pria ini berharap pemerintah le-

bih aktif mensosialisasikan MEA 
kepada para pedagang kecil agar 
mereka nantinya tidak merasa ter-
tindas. Kalau tidak diberikan pe-
mahaman, nantinya pedagang kecil 
akan merasa takut dengan yang lain. 
Itu sebabnya ia meminta pemerintah 
mau membantu modal supaya usaha 
kecil lebih berkembang, dan mampu 
bersaing. “Semoga MEA 2015 bisa 
berhasil,” tambahnya.l
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